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UU Ciptaker, Otonomi Daerah
dan Peran Penting DPD RI

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan
peraturan turunannya telah menimbulkan pergeseran signifi-
kan dalam distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah, terutama di sektor-sektor vital seperti pertambangan,
kehutanan, dan lingkungan hidup. Perubahan ini mencermin-
kan penarikan kembali sejumlah kewenangan yang sebelumnya
didelegasikan ke daerah dalam kerangka otonomi daerah. Hal
ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakhar-
monisan antara kebijakan pusat dan daerah, mengingat daerah-
daerah otonomi memiliki kebijakan dan kepentingan tersendiri
yang telah dijamin oleh undang-undang.

Pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja, permasalahan regulasi
di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan perizinan
pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, menjadi se-
makin kompleks. Perubahan paradigma perizinan dari sistem
berbasis izin menjadi berbasis risiko memerlukan adaptasi yang
cermat dari pemerintah daerah. Perubahan ini menuntut desain
kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan usaha yang baru,
yang harus diintegrasikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perubahan ini juga mengandung implikasi penting terkait
dengan pembagian risiko antara pusat dan daerah. Dalam sistem
perizinan berbasis risiko, tanggung jawab atas dampak negatif
kegiatan usaha dapat menjadi tidak jelas, terutama jika izin dike-
luarkan oleh pusat tetapi risiko dan dampaknya dirasakan oleh
daerah. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang jelas dan
adil dalam pembagian risiko dan tanggung jawab antara peme-
rintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, dalam konteks hukum dan kebijakan, kepas-
tian hukum menjadi aspek yang sangat penting pasca UU Cipta
Kerja. Kepastian hukum ini tidak hanya penting bagi pemerintah
daerah dalam mengelola sumber daya dan lingkungan, tetapi
juga bagi pelaku usaha yang memerlukan kejelasan dan sta-
bilitas regulasi untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Oleh
karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam
menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang konsisten
dan transparan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dalam menghadapi situasi ini, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI), melalui Badan Urusan Legislasi
Daerah (BULD), telah mengambil inisiatif untuk memantau dan
mengevaluasi rancangan peraturan daerah yang berkaitan de-
ngan perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan. Program
ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah tetap
selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus menghormati prin-
sip otonomi daerah.

Salah satu peran penting DPD RI dalam situasi ini adalah
menjembatani kepentingan daerah, terutama dalam menangani
kendala yang muncul dalam pembentukan peraturan daerah.
DPD RI berperan aktif dalam memberikan dukungan dan pe-
nguatan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam harmo-
nisasi legislasi antara pusat dan daerah. (*)

Pimred
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SENAT UTAMA

[ Pilpres Langsung Hasilkan Polarisasi dan Caci Maki
. Maklumat Dewan Presidium Konstitusi:
Segera Kembali Ke UUD 1945 Asli!

. Terkait Imigran Rohingnya di Aceh, Pemerintah
Harus Turun Tangan

. Maklumat Dewan Presidium Konstitusi . Cermati Kasus OTT, Senator Filep Sampaikan

. Ada Kesalahan Fundamental Yang Perlu Dikoreksi Kembali Pesan ke Jaksa Agung
B Presidium Konstitusi Konsisten Perjuangkan Kembali ke [ DPD RI Minta Pengurangan TKD Tak Diberlaku-
UUD 1945 kan bagi Daerah 3T

[ MATAKIN Dukung Penuh Upaya Kembalikan UUD 1945
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VARIA SENAT
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KALEIDOSKOP

[} JANUARI: Perlu UU Daerah Kepulauan
. FEBRUARI: UU Ciptaker Bukan Perppu

B MARET: Biaya Haji Masih Mahal

. APRIL: Festival Inovasi Setjen DPD RI

. MEI: Usulan DOB Dari Pegunungan Bintang
[ JUNI: DPD RI Masih Lemah

. JULI: Dana Desa Terus Dikorup

. AGUSTUS: LHP Dari BPK . BAP DPD RI Bahas Kerugian Negara dengan Jaksa

Agung
. RUU Bahasa Daerah Akhirnya Dibahas

. SEPTEMBER: Proposal Kenegaraan Dari DPD RI

. OKTOBER: Kasus Rempang Yang Mengguncang

I NOVEMBER: Capres Dan Cawapres Yang Jawasentris Bl Penguatan Koperasi Harus Mengubah
Undang-Undang

. BULD Pertanyakan Perizinan dan
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NUSANTARA

[ Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi
. DPD RI Dorong Peningkatan Akses Transportasi
Pulau Rhun

Pengawasan Usaha Tambang
. Komite IIT adakan RDPU dengan BRIN dan Asita
. BULD Dorong Penyelarasan Legislasi Pusat dan
Daerah
. Dipertanyakan, Urgensi Pengawasan DPD RI

[ Diusulkan Pendamping Desa dan PKH Jadi Pegawai . _
Disampaikan ke DPR?

P3K

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

N4 Edisi Desember 2023



(i

B Perizinan Tambang Ditarik ke Pusat, Daerah Resah

[ BAPDPDRI
Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dari Lima Provinsi

B Komite IV Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
RI2023

. Komite IT DPD RI Kunjungi KEK Bitung dan DPSP
Likupang

[ Komite I Bentuk Kaukus DPD RI untuk Kemerdekaan
Penuh Palestina

B Merangkum Aspirasi untuk Revisi UU Desa

[ UU Koperasi Harus Diganti:
Ada yang Tak Suka Koperasi Berkembang?

. Tanggapan Senator Tentang Koperasi

. Komite IT DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas

Harga dan Pasokan Pangan
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. Komite I Bahas Perekrutan PPPK di Lingkungan Setjen
DPD RI
. Setjen DPD RI Raih Dua Penghargaan
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KAJIAN DAERAH

. Menakar Visi Misi, Menentukan Pilihan Capres
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GAGASAN

B Menuju Konsensus Nasional:
Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Oleh: Try Sutrisno
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WISATA

yang Menarik

. Empat Destinasi Wisata Solo Traveling sambil Healing
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KULINER

. Empat Kuliner Terenak dari Banten
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Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sedang membubuhkan tanda tangan dalam Maklumat
Dewan Presidium Konstitusi. Ikut mendampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI. (Foto: Biro PHM DPD RI) |

Masyarakat yang hadir dari berbagai elemen menyaksikan pembacaan dan penyerahan Maklumat i_
Dewan Presidium Konstitusi kembali ke UUD 1945 naskah asli. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).
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epat di hari Pahlawan 10 November

2023, terjadi sebuah peristiwa penting

di Gedung Nusantara IV, Kompleks Par-
lemen, Senayan, Jakarta. Wakil Presiden ke-6
RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang juga
pernah menjabat sebagai Panglima ke-9 Ang-
katan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),
membacakan dan menyerahkan Maklumat
Dewan Presidium Konstitusi kepada perwa-
kilan anggota MPR RI. Acara ini dihadiri oleh
1.349 elemen rakyat, menandai momen krusial
dalam perjalanan konstitusi Indonesia.

Maklumat yang dibacakan oleh Try Sutrisno ini
berisi desakan kepada MPR Rl untuk menggelar
Sidang MPR dengan agenda tunggal yaitu
mengembalikan sistem bernegara Indonesia
sesuai dengan rumusan pendiri bangsa yang
terkandung dalam UUD 1945 naskah asli, se-
belum dilakukannya serangkaian amendemen
antara tahun 1999 hingga 2002. Hal ini menun-
jukkan keinginan kuat untuk kembali ke dasar-
dasar konstitusional negara.

Try Sutrisno, dalam penyampaian mak-
lumat ini, didampingi oleh sejumlah tokoh
penting, termasuk Ketua DPD RI AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI
Nono Sampono, Guru Besar Filsafat UGM
Prof Kaelan, Ketua Umum PP Pemuda Panca
Marga Berto Izaak Doko, Wakil Perempuan
Mirah Sumirat, dan wakil Ulama KH Fadholi
Muh Ruham. Maklumat ini diterima oleh
anggota MPR RI dari berbagai daerah, me-
nandakan dukungan lintas regional.

Dalam orasi yang disampaikan, Try Sutrisno
menekankan pentingnya mengembalikan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 naskah
asli sebagai pijakan dalam menjalankan
pemerintahan. Ia menyoroti bahwa praktik
pemerintahan saat ini telah menyimpang dari
pemikiran dan keinginan para pendiri bang-
sa, mengajak semua elemen bangsa untuk
kembali ke cita-cita luhur yang terkandung
dalam konstitusi asli negara.

Sejumlah tokoh pent-
ing turut menyampai-
kan pandangan mereka.
Misalnya, mantan ang-

SENATOR | Senat Utama

gota Komnas HAM Prof Hafidz Abbas, yang
menekankan pentingnya Pancasila dan UUD
1945 sebagai pedoman hidup berbangsa dan
bernegara. Sementara itu, mantan Menteri
Kesehatan Siti Fadillah Supari mengkritik
amendemen UUD 1945 tahun 1999-2002
yang meninggalkan kepentingan rakyat dan
norma Pancasila. Menurutnya, penting un-
tuk segera kembali ke UUD 1945 naskah asli.

Pengamat Politik Dr Margarito Kamis dan
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono juga
memberikan pandangan serupa, menegaskan
perlunya membahas masalah dalam UUD
1945 baik sebelum maupun sesudah amen-
demen. Mereka menekankan pentingnya
mengembalikan konstitusi ke bentuk aslinya,
dengan melakukan penyesuaian seperlunya.

Guru Besar Ilmu Filsafat UGM, Prof
Kaelan, mengkritik amendemen yang terjadi
pada tahun 1999-2002, menyatakan bahwa
rakyat telah ditipu oleh elit politik yang meng-
ubah substansi konstitusi secara signifikan.
Mantan KSAD, Jenderal TNI (Purn) Tyasno
Sudarto, juga menegaskan dukungan elemen
TNI terhadap gerakan untuk mengembalikan
UUD 1945 naskah asli.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh
penting, termasuk Sultan Sekala Brak, PYM
Edward Syah Pernong, yang menyatakan
dukungan 41 Raja dan Sultan Nusantara ter-
hadap gagasan ini. Selain itu, hadir
pula tokoh-tokoh masyarakat,
akademisi, aktivis, dan per-
wakilan dari berbagai lapisan
masyarakat yang menunjukkan
dukungan mereka terhadap mak-
lumat yang dibacakan. (*)

Edisi Desember 2023
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NakiumatiDewanlRresidium/Konstitusi

Bismillahirrohmannirohim,

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat, 10 November 2023,
kami, rakyat Indonesia yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi, bersama De-
wan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang merupakan penjelmaan dari elemen-
elemen bangsa, sebagai pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang setia dan me-
megang teguh Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa,
menyatakan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan dan menimbang:

1. Bahwa, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga
2002, secara akademik telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi
Negara dan menghilangkan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi serta tidak konsisten
dalam Konsepsi, Teori, dan Yuridis;

2. Bahwa, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga
2002, semakin memperkuat potensi perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara, serta mengikis jati diri bangsa Indonesia dan semakin menjauh-
kan dari terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional lahirnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. Bahwa, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga
2002, telah mengaburkan pelaksanaan dan pengamalan Sila Keempat dari Pancasila, se-
hingga menghilangkan Kedaulatan Rakyat dengan memindahkannya kepada Kedaulat-
an Kelompok;

Maka, dengan rasa tanggung jawab kepada para Pendiri Bangsa, dan demi Kepentingan
Rakyat Indonesia serta Kehidupan Bangsa dan Negara ke depan yang lebih berdaulat, adil,
dan makmur; Kami Mendesak dan Menuntut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia untuk segera:

1. Menggelar Sidang MPR dengan Agenda Tunggal untuk Mengembalikan Sistem Bernega-
ra sesuai Rumusan Pendiri Bangsa melalui Penetapan Kembali Undang-Undang Dasar
1945 yang berlaku sebelum Perubahan di tahun 1999 hingga 2002, yang meliputi Pem-
bukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

2. Melakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang berlaku sebelum Peru-
bahan di tahun 1999 hingga 2002, sebagaimana dimaksud di atas, dengan teknik adden-
dum, guna Menyempurnakan dan Memperkuat Kedaulatan dan Kemakmuran Rakyat
dengan mengacu kepada semangat dan tuntutan Reformasi tahun 1998, di mana di
antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan KKN dan penega-
kan hukum, serta mengacu kepada Proposal Kenegaraan DPD RI dan Kajian Akademik
serta Empirik yang kami sertakan dalam tuntutan ini.

3. Melakukan pengisian Utusan Daerah dan Utusan Golongan sebagai bagian dari anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berasal dari elemen-elemen
bangsa sebagai perwujudan Penjelmaan Rakyat yang utuh, serta membentuk Dewan
Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 10 November 2023

B Edisi Desember 2023



YANG PERLU DIKOREKSI KEMBALI

elombang aspirasi masyarakat Indonesia

untuk kembali ke Undang-Undang

Dasar 1945 sebelum amendemen kini
semakin menguat. Hal ini terlihat dari per-
mintaan mereka agar Majelis Permusyawarat-
an Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) segera
menggelar sidang dengan agenda tunggal
tersebut. Menariknya, Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD) sebagai Lembaga Tinggi Negara,
mendesak MPR untuk mengkaji kembali dan
mengoreksi kesalahan fundamental yang mun-
cul pasca-amendemen UUD 1945.

Dr. Ichsanuddin Noorsy dari Dewan Presi-
dium Konstitusi menyampaikan hal ini dalam
sebuah perbincangan dengan wartawan di Ja-
karta, Rabu (22/11/2023). Perbincangan ini
terkait dengan kegiatan bertajuk “Penyampai-
an Maklumat Dewan Presidium Konstitusi
Kembali ke UUD 1945 Sebelum Amendemen’,
yang diselenggarakan di Gedung Nusantara
IV, Kompleks DPR/MPR/DPD RI, pada
10 November 2023.

Dalam acara tersebut, maklu-
mat dalam bentuk dokumen,
yang dirumuskan oleh Dewan
Presidium Konstitusi, diser-
ahkan oleh Ketua DPD RI, AA
Lanyalla Mahmud Mattalitti, ber-
sama Wakil Presiden RI ke-

6, Jenderal TNI (Purn.) Try K
Sutrisno. Dokumen ini kemu-
dian diterima oleh Ketua Fraksi
Kelompok DPD di MPR, M. Syukur,
yang menyatakan kesediaannya un-

Ichsanuddin Noorsy (Foto: JPNN.cor

o
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tuk meneruskan dokumen tersebut ke Pimpin-
an MPR RI agar menjadi kajian prioritas di
fraksi-fraksi yang ada di MPR.

Komposisi Dewan Presidium Konstitusi
sendiri cukup beragam, mencakup berbagai
elemen rakyat Indonesia, seperti para raja, sul-
tan, anggota DPD RI, guru besar dan akademi-
si dari berbagai kampus, purnawirawan TNI,
ulama, serta tokoh dan pimpinan dari berbagai
organisasi kemasyarakatan. Ketua Dewan Pre-
sidium Konstitusi adalah Jenderal TNI (Purn.)
Try Sutrisno, dengan Senator Nono Sampono
sebagai Ketua Harian, dan AA LaNyalla Mattalitti
sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Dr. Ichsanuddin Noorsy, dalam kapasitasnya
sebagai narasumber Dewan Presidium Konsti-
tusi, menyoroti bahwa perubahan UUD 1945
yang telah dilakukan oleh MPR mengandung
kontradiksi, baik dari segi teoritis konseptual

maupun praktik ketatanegaraan. Ia juga me-
nyinggung adanya inkonsistensi sub-
stansi, baik yuridis maupun teoritis.
Menurutnya, ketiadaan kerangka
acuan atau naskah akademik
dalam proses perubahan
UUD 1945 menyebab-
kan timbulnya inkonsis-
tensi teoritis dan konsep-
tual dalam pengaturan
materi UUD. Selain itu,
prosedur perubahan
UUD yang tidak melibat-
kan rakyat menjadi salah
satu sorotan kritis. (*)
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Perjuangkan Kembali ke UUD 1945

Ketua Dewan Presidium Konstitusi Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno menyerahkan maklumat kembali ke UUD 1945 naskah asli

kepada anggota MPR RI dari unsur DPD RI M Syukur untuk diteruskan ke pimpinan MPR RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

etua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti, menyampaikan rasa keke-
cewaannya terhadap ketidakhadiran
Pimpinan MPR RI dalam acara penyampaian
maklumat Dewan Presidium Konstitusi yang
berlangsung di Gedung Nusantara I'V, Kompleks
MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, pada awal
November 2023. Acara tersebut bertujuan untuk
mendiskusikan upaya pengembalian UUD 1945
ke naskah sebelum amendemen 1999-2002.
LaNyalla mengkritik ketidakhadiran pimpinan
MPR yang dianggapnya kurang bijak. Namun, ia
menegaskan bahwa Dewan Presidium Konstitusi
akan tetap konsisten dalam memperjuangkan
Pancasila sebagai identitas konstitusi yang utuh
dan tulus untuk Indonesia. “Hari ini kita men-
catat bahwa penyampaian Maklumat Dewan Pre-
sidium Konstitusi hanya diterima oleh anggota-
anggota MPR RI. Ini membuktikan Pimpinan
MPR RI tidak berpihak kepada utusan-utusan
rakyat yang hari ini hadir. Ini saya rasa kurang bi-
jak;” tegasnya.
Menurut LaNyalla, Ketua MPR RI Bambang

Soesatyo, telah mengikuti proses persiapan acara
dan bahkan hadir dalam Rapat Koordinasi pada
26 Oktober 2023. Namun, pada hari H, ia tidak
hadir dan melalui surat menyatakan ketidakha-
dirannya atas dasar kesepakatan para Pimpinan
MPR R], serta meminta penundaan waktu untuk
penyesuaian jadwal bersama.

“Hal ini semakin menambah keyakinan bahwa
kedaulatan rakyat wajib hukumnya untuk dikem-
balikan kepada rakyat. Sebab negara ini bukan
milik kelompok atau golongan, namun milik
rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas
sampai Rote,” sebut senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla juga menyerukan kepada semua
pihak untuk bersatu dalam satu kesadaran kolek-
tif bangsa bahwa Indonesia harus lebih baik. “Kita
semua harus jujur dan konsisten memperjuang-
kan nilai-nilai agung yang terkandung di dalam
Pancasila. Nilai-nilai yang memperjuangkan
kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepen-
tingan kelompok. Atau kepentingan politik yang
semata untuk meraih kekuasaan, tetapi melupa-
kan amanat rakyat,” imbuhnya. (*)

N0
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MATAKIN Dukung Penuh
Upaya Kembalikan UUD 1943

ajelis Tinggi Agama Khonghucu
M Indonesia (MATAKIN) telah menun-
jukkan dukungan kuatnya terhadap

upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma
hukum tertinggi negara dan mengembalikan
Konstitusi Indonesia
ke bentuk asli Undang-
Undang Dasar 1945
sebelum amandemen
tahun 1999-2002. Hal
ini diungkapkan oleh
Ketua Umum MA-
TAKIN, Budi Santoso
Tanuwibowo, bersama
pengurus MATAKIN
saat menerima kun-
jungan Ketua DPD
RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti,
di kantor MATAKIN,
Klenteng Kong Miao,
Taman Mini Indonesia
Indah, Jakarta, pada
awal November 2023.
“Titik poinnya
kami sepakat dan
mendukung  upaya
mengembalikan
bangsa ini ke sistem
bernegara yang me-

Amandemen |
(19 Oktober 1999)

Frok Ut Smuareddmen untul mambata
brbuataan Protcen Y Slanggap
leriaks Derbpbabhan Lalah vaturya
lerbait parnbalasan periode jabatan
Pretkden

Amandemen |l
(18 Aguntus 2000)

Ammandemen diakuhan dengan
Frobr et sl afyran sfEE
Lo Rt syowe ruprsg dan
il pomernlah deersh;
peran dan fungul DFE, werta
perambafuen Fetgefal Bak
LEL P

Amandemen Il
{10 MNovember 2001)

g prilahi prerubualuen Darar
P LS AP PR ELEl B

terkat beniua dan

makai dasar Pancasila. hednstin e, st

. . . e rukar, Ringags
Bagi kami, Pancasila  semoenisan wmiesn
. . wrperll Dewan Perwabilan MR
itu harta paling ber-  cereowin
harga yang dimiliki In-

donesia. Oleh karena
itu, nilai-nilainya harus terus dirawat, dijaga dan
diimplementasikan,” tegas Budi sembari meng-
kritik bahwa Pancasila saat ini tidak diimplemen-
tasikan secara optimal dalam UUD 1945 hasil
amendemen.

Budi menyebut bahwa saat membaca UUD
1945 setelah amendemen, ia merasa miris, me-
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nilai bahwa terdapat banyak kekurangan dan
kerancuan antara UUD dan kebijakan turunan-
nya. la juga menekankan bahwa naskah asli UUD
1945 memiliki kesamaan dengan ajaran Khong-
hucu, mengingat empat orang beragama Kong-
hucu yang turut me-
nyusunnya.
Keresahan MA-
TAKIN ini sejalan
dengan  pandang-
an DPD RI, yang
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Indonesia menjadi
lebih baik. Budi
meminta LaNyalla
untuk  memimpin
dalam memperkuat
UUD 1945 agar
bangsa  Indonesia
dapat terbang ting-
gi. Meski demikian,
Budi mengingatkan
perlunya  strategi
yang tepat mengin-
gat kondisi bangsa
saat ini yang penuh
ketidakpercayaan.
Sementara  itu,
Ketua DPD RI AA
LaNyalla Mahmud
Mattalitti  menya-
takan, kembali ke
UUD 1945 naskah
asli adalah ‘obat’ bagi
bangsa, yang perlu dibenahi dari akar masalah-
nya. “Ibaratnya kita ini sudah jauh kesasar, ma-
kanya kita kembali ke titik aslinya. Setelah itu
dibenahi yang membuat kita tersasar tadi. Sudah
waktunya UUD 1945 yang diganti pada tahun
1999-2002 dikembalikan sesuai aslinya kemudian
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Memasuki tahun ke-19 sejak pendiriannya pada 1 Oktober 2004, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI) telah mencapai tonggak penting dengan menuntaskan tahun
keempat dari periode 2019-2024. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan kewenangan,
DPD RI telah menorehkan serangkaian pencapaian positif demi kepentingan daerah.
Kaleidoskop 2023 ini mengungkap berbagai kegiatan dan perjuangan gigih anggota
DPD RI yang mencerminkan dedikasi dan komitmen mereka terhadap
penguatan daerah dalam kerangka nasional.
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PERLU UU DRERAH KEPULAUAN:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah o°
(DPD) RI, Nono Sampono, menekankan o
pentingnya UU untuk mewujudkan kese- o
jahteraan di daerah kepulauan dan pesisir.
Dalam Working Group Discussion Fo-
rum Daerah Kepulauan di Jakarta pada
awal Desember 2022, ia menyatakan

[ )
o
[ ]
[ }
bahwa RUU Daerah Kepulauan adalah 3
3
[ ]
[ ]
[ ]

solusi utama dan mendapat dukungan

dari delapan provinsi kepulauan serta 99
kabupaten/kota. Nono Sampono meng-
garisbawahi komitmen bersama untuk 9
mengatasi ketimpangan dan ketertinggalan
di daerah kepulauan, menyusul inisiatift DPR
periode 2014-2019 yang telah membentuk
panitia khusus dan surat presiden yang mengin- °e, o®
struksikan tujuh kementerian untuk berkolaborasi ®%cececcc®’
dalam pembahasan RUU ini. (*)

_Februari
UU CIPTAKER BUKAN PERPPU:

Jimly Asshiddiqie, anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) RI sekaligus pakar hukum tata negara, menyaran-
e & :,ﬁ‘ kan agar pemerintah mengutamakan penyusunan

ng AN ‘:' "+~ » Undang-Undang Cipta Kerja yang baru daripada

e mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang
. _4 m_mgy '(P (Perppu) untuk UU Cipta Kerja yang ada saat ini.
A N\ Dia menekankan pentingnya komitmen nyata

iV ——— terhadap kesejahteraan bangsa dengan mengikuti

: P[ﬂpﬂ” keputusan Mahkamah Konstitusi dan menangani

L’[Pfﬂ”t’” aspek formil pembentukan undang-undang, suatu

tugas yang dia percaya dapat diselesaikan dalam
= WI‘( £7 ”5’,” waktu dua tahun. Dengan sisa waktu tujuh bulan

=47 ‘

p/(lgﬂ )" Z hingga batas akhir November 2023, Asshiddigie
e/ m mendesak pemerintah untuk mempercepat penyusun-
an undang-undang baru yang dapat mengakomodir
semua pihak yang terkait dan menyarankan perubahan
pada bagian-bagian serta klausul-klausul yang kontrover-
sial dan telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. (*)

s s g

Anvanen e ..
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_Maret
BIAYA HAJI MASIH MAHAL: o2ttt

[ ) L]
[ e ®
. . . » U< e

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia _® V QYA A e .
(DPR RI) dan Pemerintah telah menyepakati o o \\“‘"{{3:{ ?/P@J;‘b) 4
biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ¢ B :@?
sebesar Rp90 juta, dengan biaya perjalanan 4 =L
ibadah haji (Bipih) bagi calon jemaah ditetap- & *’, R
kan sebesar Rp49,8 juta, yang merupakan 3 4
55% dari total biaya. Meskipun sebelumnya o .
diusulkan oleh Kementerian Agama bahwa 4

L

Bipih seharusnya Rp69 juta, atau 70% dari
BPIH yang diperkirakan Rp98,8 juta, ketua
Komite III DPD RI, Hasan Basri, menyatakan
bahwa biaya ini masih memberatkan masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui bahwa keputusan ini
memberikan kepastian dan menerima hasil kesepa- e
katan sebagai jalan tengah yang menguntungkan semua

pihak. Hasan Basri juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat
melakukan negosiasi ulang di masa depan untuk mencapai biaya yang

lebih terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah. (*)

_April
FESTIVAL INOVASI SETIEN DPD RI:

o0 o 00 o PY
e : *ee " Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
. mengadakan Festival Inovasi 2023 di lobi Gedung DPD R,
Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada tanggal 2-3
» Maret 2023. Acara ini memamerkan berbagai inovasi
®  yang dikembangkan oleh setiap unit Eselon II di
» lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pelaksana
®  Harian Sekretaris Jenderal DPD R, Lalu Nigman
» Zahir, menganggap Festival Inovasi 2023 sebagai
» platform yang ideal bagi unit-unit di Sekretariat
? Jenderal untuk berkolaborasi dan berbagi ide serta
» pengalaman dalam menciptakan solusi yang ino-
® vatif dan berkelanjutan. Sebagai sistem pendukung
PR » terhadap kelancaran tugas kedewanan Anggota
»-;-:,::;5,3 G « DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI bertanggung
o jawab untuk mendorong inovasi dalam segala aspek
. . —— o~ kegiatannya, mulai dari pengelolaan administrasi dan
. ¢°  data hingga metode sosialisasi dan komunikasi dengan

masyarakat. (*)

N4 Edisi Desember 2023
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USULAN DOB DARI PEGUNUNGAN BINTANG:

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma, menerima dokumen usulan
pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk Kabupaten Pegunungan Bintang
di Provinsi Papua Pegunungan. Dokumen ini diserahkan langsung
oleh Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, di Ge-
dung DPD RI, Jakarta, pada pertengahan April 2023. Bu- *
pati Spei Yan Bidana menyampaikan bahwa Kabupaten ,/»°
Pegunungan Bintang merupakan salah satu daerah  /o°
dengan perekonomian terendah di Papua, dania /e
meyakini bahwa pembentukan DOB dapat me-
ningkatkan perekonomian daerah tersebut. Lokasi
strategis Kabupaten Pegunungan Bintang yang
berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sering
mengalami fluktuasi eskalasi keamanan dengan
negara tetangga tersebut. “Pemekaran merupakan
solusi vital bagi Kabupaten Pegunungan Bintang,
terutama mengingat potensi ancaman keamanan
dari eksplorasi penambangan emas di Papua Nugini
yang hampir masuk ke wilayah kami,” ungkap Bupati
Spei Yan Bidana.

Juni
DPD RI MASIH LEMAH:

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,
menyampaikan kekhawatirannya karena DPD RI, sebagai lembaga
wakil daerah, tidak memiliki kewenangan penuh dalam pemben-
tukan undang-undang, yang membatasi kemampuannya dalam
memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam kuliah umum ber-
tema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kese-
jahteraan Indonesia” di Universitas Trunojoyo, Madura,
pertengahan Mei 2023, LaNyalla menegaskan bahwa hal
ini merupakan hasil dari sistem bernegara pasca-reforma-
si, di mana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami
amendemen empat kali antara tahun 1999-2002, meru-
bah lebih dari 95 persen isi pasalnya. Ia menyebutkan
bahwa ketidakpuasan publik terhadap undang-undang
seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU Ibu Kota Nu-
santara, yang dinilai memudahkan investor menguasai tanah,
serta Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang diprotes
oleh tenaga medis, adalah contoh dari keterbatasan DPD RI
dalam memperjuangkan kepentingan rakyat secara maksimal. (*)

Edisi Desember 2023
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EMD
DANA DESA TERUS DIKORUP:

Sejak pertama kali diberikan pada tahun 2015 4° :
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun «°
2014 tentang Desa, dana desa yang bersum- o
ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja °
Negara (APBN) kini menghadapi dilema. e
Dalam tujuh tahun terakhir, tercatat 851
kasus korupsi dana desa dengan 973 3
pelaku, di mana separuh di antaranya o

.

([ ]
[ ]
[ ]

adalah oknum kepala desa. Permasala-

han ini menjadi fokus perhatian Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI, khususnya
Komite IV yang bertugas mengawasi o
pengelolaan dana desa. Ketua Komite IV
DPD RI, Elviana, menyoroti bahwa kepala % o
desa sering mengeluhkan petunjuk teknis yang  *e . .
tumpang tindih dalam pengelolaan dan pertang- °e, o®
gungjawaban dana desa, menunjukkan adanya kebu- ®®cceec0c°®’
tuhan akan sistem yang lebih jelas dan efektif. (*)

_Agustus
LHP DARI BPK:

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI segera bertindak
atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022 oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menunjuk-
kan kerugian negara sebesar Rp4,93 triliun, dengan
75 persen atau Rp3,69 triliun di antaranya terjadi di
pemerintah daerah. Menanggapi hal ini, pada awal
Juli 2023, Komite IV DPD RI langsung mengun-
jungi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, dua
provinsi yang menjadi prioritas, untuk mengada-
kan pertemuan dengan perwakilan BPK RI. Wakil
Ketua DPD R, Sultan B Najamudin, yang turut
serta dalam kunjungan tersebut, menegaskan bahwa
pengawasan atas penggunaan keuangan negara ada-
lah tugas konstitusional DPD RI. Beliau menyatakan
bahwa hasil pengawasan ini akan digunakan DPD RI
sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan masu-
kan kepada DPR RI. (*)

Edisi Desember 2023
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PROPOSAL KENEGARAAN DARI DPD RI:

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menawarkan proposal sistem kenega-
raan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI, yang dise-
lenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada perte-
ngahan Agustus 2023. Sidang tersebut beragenda penyampaian laporan kinerja lembaga
negara dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait HUT ke-78 Kemerdekaan
RI. Proposal yang diajukan oleh DPD RI berfokus pada pengem- eoot e,
balian Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi ot® 2
negara, sesuai dengan formulasi para pendiri bangsa dalam  »* .., . o o
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 asli, serta melakukan ¢ ;5_&3’51:73_ / 6",‘{6
penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum. e
LaNyalla menegaskan bahwa penyempurnaan dan penguat- o
an ini diperlukan untuk mengatasi anggapan bahwa
sistem rumusan pendiri bangsa identik dengan era Orde
Baru, padahal sistem tersebut belum pernah diterapkan
secara benar baik di era Orde Lama maupun Orde Baru.
Beliau menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya &
untuk mencegah pengulangan praktik tidak sempurna di /=
masa lalu. (*) "

i

KASUS REMPANG YANG MENGGUNCANG:

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana pembangun-
an Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau,
yang menuntut ribuan warga di 16 kampung tua, bersejarah sejak
1834, untuk pindah. Proyek ini, yang dijuluki “The New Engine
. of Indonesias Economic Growth” dengan konsep “Green
and Sustainable City’, ternyata tidak melibatkan masukan
masyarakat, sehingga banyak warga menolak. LaNyalla
menekankan bahwa rencana tata ruang di wilayah terse-

but harus mempertimbangkan kearifan lokal, mengin-
tegrasikan karakter dan warisan kampung tua sebagai
daya tarik wisata. Ia juga menyarankan agar pemerintah
dan investor mengadakan dialog terbuka dan transparan
dengan masyarakat, menyediakan informasi lengkap ten-
tang jaminan sosial yang dijanjikan, dan menjamin tidak
ada yang disembunyikan, agar masyarakat dapat berkomu-
nikasi dan berpartisipasi dengan baik dalam pengembangan
proyek tersebut. (*)

Edisi Desember 2023
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CAPRES DAN CAWAPRES YANG JAWASENTRIS:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,
Sultan B Najamudin, mengungkapkan keprihatinan-
nya terhadap komposisi calon presiden dan wakil
presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2024, ,°
yang menurutnya cenderung tidak mewakili ;-
keanekaragaman Indonesia dan didominasi
oleh Jawasentrisme. Dalam pernyataannya
akhir Oktober 2023, Sultan mengkritik elit
politik yang terlalu fokus pada elektoral Pu-
lau Jawa, menciptakan ‘battle ground’ yang
menimbulkan polarisasi politik dan mengarah
pada tradisi politik yang feodal. Sultan, yang e 2
juga mantan Wakil Gubernur Bengkulu, menilai :ﬂf /

.
®e e
o000~

kecenderungan ini berpotensi merusak kualitas — .
dan masa depan demokrasi Indonesia, yang semakin ~ “*._ o®
mengarah ke liberalisme, dan memandang perlunya **eecsccc’’
evaluasi terhadap sistem demokrasi nasional. (*)

RUU USULAN DPD RI DIBAHRS:

Komite ITII DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi X DPR
RI untuk membahas RUU Tentang Bahasa Daerah, sebuah inisiatif
_ DPD RI yang dirumuskan sejak 2015 sesuai dengan Keputusan
DPD RI No. 34/DPD RI/11/2015-2016. Wakil Ketua Komite III
DPD RI, Abdul Hakim, menyampaikan apresiasi kepada DPR
RI dan pemerintah, terutama Menteri Hukum dan HAM
R, karena pada 12 September 2023 lalu, RUU tersebut telah
disepakati dan ditetapkan masuk dalam daftar RUU Prole-
gnas Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dengan nomor
urut 37. Abdul Hakim menekankan bahwa RUU Bahasa Dae-
rah dibuat berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan
yuridis, mengingat urgensi perlindungan bahasa daerah yang
= harus dilakukan secara holistik untuk memberikan jaminan per-
i) st lindungan yang komprehensif. Beliau menjelaskan bahwa upaya
_ - ; holistik ini mencakup pengaturan sistematis dan komprehensif yang
TR pelibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan,
serta evaluasi, dengan menempatkan bahasa daerah sebagai salah satu aspek
penting dari kekayaan budaya bangsa. (*)

l 18 Edisi Desember 2023
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Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Bupati dan para Kepala Desa se-Kabupaten Ponorogo, Jawa

Timur. (Foto: LaNyalla Centre).

etua DPD RI AA LaNyalla Mahmud

Mattalitti, menekankan pentingnya

desa sebagai pilar ekonomi utama
dalam mendukung kehidupan masyarakat.
Dalam acara Serasehan dan Menyerap As-
pirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa
Ponorogo bertajuk: “Otonomi Desa untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Pen-
dopo Kantor Bupati Ponorogo, Jawa Timur,
akhir November 2023. LaNyalla mengung-
kapkan bahwa desa harus menjadi kekuat-
an ekonomi untuk mencegah urbanisasi
dan memanfaatkan sumber daya alam ser-
ta ketahanan pangan nasional. Ja mende-
sak pemerintah pusat untuk meningkatkan
alokasi dana desa setiap tahun.

LaNyalla juga memperingatkan bahwa
pengelolaan dana desa harus dilakukan de-
ngan perencanaan dan eksekusi yang matang.
Ia menyerukan agar pemangku kebijakan di
desa, termasuk kepala desa dan badan per-
musyawaratan desa, memiliki orientasi yang
sama dalam memperkuat ekonomi desa.
Menurutnya, ini mencakup mengidentifikasi
dan mengoptimalkan potensi unggulan se-
tiap desa.

Menyoroti  pentingnya pendekatan
bottom-up, LaNyalla menegaskan bahwa
penentuan potensi desa harus didasar-

kan pada keputusan yang diambil oleh
stakeholder desa, bukan atas arahan dari
pemerintah daerah atau pusat. Hal ini, ka-
tanya, karena warga desa lebih memahami
potensi lokal mereka.

LaNyalla kemudian menguraikan lima priori-
tas yang harus dijalankan oleh desa, termasuk
pengembangan kapasitas aparatur desa, pening-
katan kualitas manajemen pemerintah desa,
pembangunan desa, pengelolaan keuangan
desa, dan penyusunan peraturan desa. “Lang-
kah-langkah ini dianggap krusial untuk perce-
patan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,”
tegas LaNyalla.

Dalam konteks yang lebih luas, LaNyalla
menyarankan kembali kepada sistem bernega-
ra sesuai UUD 1945 naskah asli, yang belum
pernah diterapkan secara murni di masa lalu.
Sistem ini dianggap dapat memberikan kedau-
latan penuh atas kekayaan alam kepada negara.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyam-
but baik pernyataan LaNyalla dan menekan-
kan antusiasme yang tinggi dari para camat dan
kepala desa yang hadir. Kehadiran mereka me-
nunjukkan keinginan kuat untuk berpartisipasi
dan memberikan aspirasi terkait pengembangan
desa. Sugiri mengucapkan terima kasih kepada
LaNyalla atas kehadirannya dan dukungannya
dalam memajukan desa-desa di Ponorogo. (*)

Edisi Desember 2023
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Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono disambut hangat oleh masyarakat Pulau Rhun, Maluku Tengah. (Foto: Biro PHM

Setjen DPD RI)

akil Ketua I DPD RI

Nono Sampono, me-

nilai perlunya pening-
katan akses transportasi ke
Pulau Rhun, sebuah pulau ke-
cil di Kepulauan Banda Naira,
Maluku Tengah. Berbicara di
Desa Rhun selama peresmi-
an Mushala Assolihin, Nono
mengungkapkan pentingnya
membangun  infrastruktur
transportasi laut dan darat
yang memadai. Tujuannya
adalah untuk memudahkan
akses para wisatawan ke pulau
yang kaya akan kearifan lokal
dan sejarah.

Dalam kunjungannya ke
pulau itu pada awal November
2023, Nono Sampono meng-
apresiasi upaya pelestarian bu-
daya dan kekayaan alam oleh
masyarakat setempat, yang
menjadikan Pulau Rhun se-
bagai destinasi menarik bagi
turis. Ja menyarankan pening-

katan kualitas layanan trans-
portasi laut dan udara untuk
mempermudah  kunjungan
wisatawan. Nono menyebut
Pulau Rhun sebagai wilayah
dengan daya tarik unik, berkat
keindahan alamnya dan
kearifan lokal yang diperta-
hankan warganya.

Selain fokus pada transpor-
tasi, Nono juga menekankan
pentingnyanilaikeagamaan dan
pendidikan di pulau tersebut. la
menyempatkan diri meresmi-
kan Mushala Assolihin, dengan
harapan akan meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan
warga. Nono juga mendorong
pembangunan masjid yang
berfungsi ganda sebagai tem-
pat ibadah dan pendidikan,
terutama untuk menghafal
Al-Quran dan meningkatkan
kualitas bacaan.

Pulau Rhun, yang dihuni
oleh sekitar 500 kepala kelu-

arga atau 2000 jiwa, memiliki
sejarah panjang sebagai pro-
dusen pala berkualitas tinggi,
bahkan harganya pernah me-
lebihi emas. Selama hampir
50 tahun, Belanda dan Inggris
berebut pulau ini, dengan Ing-
gris mempertahankan Rhun
karena kekayaan pala yang
melimpah.

Sejarah Pulau Rhun juga
mencatat pertukaran strategis
antara Inggris dan Belanda,
di mana Belanda rela menu-
kar Pulau Rhun dengan Niew
Amsterdam (sekarang Man-
hattan), menandai pentingnya
pulau ini sebagai “surga buah
pala® di Timur Indonesia.
Dengan potensi sejarah dan
alamnya yang besar, Nono
Sampono menyerukan pening-
katan fasilitas dan akses untuk
mengembangkan Pulau Rhun
sebagai tujuan wisata yang le-
bih berkelanjutan. (*)
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Anggota DPD RI Abraham Liyanto bersalaman dengan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

nggota DPD RI dari

NTT, Abraham Liyan-

to, mengusulkan agar
pegawai pendamping desa
dan Program Keluarga Harap-
an (PKH) diangkat menjadi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K). Usulan
ini bertujuan untuk mengubah
status mereka dari pegawai
kontrak yang diperpanjang se-
tiap tahun menjadi lebih per-
manen.

Abraham menyampaikan
aspirasi ini dalam rapat kerja
dengan Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Men-
panRB) Abdullah Azwar
Anas di Jakarta, pada perte-
ngahan November 2023.

Menurutnya, pendamping
desa dan PKH merupakan
ujung tombak pelaksanaan
program pemerintah di dae-
rah. Mereka berperan pen-
ting dalam memastikan efek-
tivitas dan ketepatan sasaran
program dana desa dan
memberikan pelatihan kepa-
da keluarga penerima man-
faat PKH di berbagai bidang.

Abraham juga menyoroti
kondisi kerja mereka yang
sering kali berada di kondisi
cuaca ekstrem dan mengakui
bahwa status kontrak tahunan
mereka menciptakan ketidak-
pastian dan ketidaktenangan.
[a mengatakan bahwa pen-
damping desa dan PKH siap
mengikuti tes untuk menjadi

P3K dan bersedia mengulang
tes hingga lulus.

Menanggapi usulan ini,
Menpan-RB Abdullah Azwar
Anas menyatakan bahwa
pegawai pendamping desa dan
PKH akan dimasukkan seba-
gai pegawai pendamping pem-
bangunan di bawah Kemenko
PMK dan Bappenas.

Anas menyebut bahwa
sedang disusun Peraturan
Presiden (Perpres) Pendam-
ping Pembangunan untuk
mengakomodir para pegawai
ini, tetapi tidak menjelaskan
apakah status mereka akan se-
perti pegawai P3K atau tidak?
Hanya menegaskan bahwa
sedang dibuat formulasi yang
sesuai dengan kebutuhan. (*)

Edisi Desember 2023
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Plipres Langsung Hasilkan

P,

Tiga pasangan capres — cawapres di Pemilu 2024. (Foto: Ist)

o

emilihan Presiden (Pilpres) secara lang-

sung di Indonesia menimbulkan po-

larisasi sosial yang terlihat jelas di me-
dia sosial dan ruang publik. Ketua DPD RI,
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti
bahwa sistem ini tidak cocok untuk Indonesia,
sebuah bangsa majemuk yang seharusnya ko-
munal dan guyub, namun kini menjadi indi-
vidualis dan pragmatis.

Menurut LaNyalla, Indonesia memiliki sistem
asli pemilihan mandataris MPR melalui wakil
yang mewakili rakyat, namun praktik penyim-
pangan di era Orde Baru menyebabkan peng-
gantian sistem ini dengan model liberal barat.

"Reformasi seharusnya memperbaiki pe-
nyimpangan era Orde Baru, bukan mengganti
sistem bernegara,” katanya sembari menun-
juk bahwa Pilpres langsung telah menyebab-
kan polarisasi yang merusak kohesi bang-
sa. LaNyalla mendeskripsikan aksi reaksi
masyarakat terhadap politik, termasuk sweep-
ing, forum diskusi, dan aksi lain yang mem-
perdalam pembelahan. Ia juga mengecam
olok-olok dan sebutan jelek di masyarakat,

i - i N 3/

mengingat bahwa hal ini dilarang oleh Al-Quran.

LaNyalla juga menyoroti bahwa pemilihan
presiden langsung melahirkan politik kosme-
tik, merusak kohesi bangsa, dan mobilisasi elit
politik. [a menyebut bahwa popularitas yang
bisa difabrikasi melalui media komunikasi
dan elektabilitas kandidat dapat digiring oleh
survei dan buzzer di media sosial. “Pemilihan
presiden langsung telah menjadikan kehidup-
an bangsa kehilangan kehormatan, etika, rasa
nasionalisme, dan patriotisme,” tegas LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini berpendapat
bahwa pilpres langsung bertentangan dengan
Sila Keempat Pancasila yang mengajarkan
demokrasi kerakyatan melalui perwakilan.
Ia menilai bahwa kedaulatan rakyat yang se-
harusnya berada di MPR telah bergeser men-
jadi kedaulatan partai politik dan presiden
pasca perubahan konstitusi. Untuk mengem-
balikan kedaulatan rakyat, LaNyalla mengajak
bangsa mengamendemen UUD 1945 dengan
teknik adendum, bukan penggantian sistem,
seperti praktik di negara-negara lain seperti
Amerika dan India. (*)
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Terkait Imigran Rohingya di Aceh
Pemermtah Ilarus Turun Tangan

Pengungsi Rohingya yang baru mendarat di Aceh, melibatkan kaum perempuan dan anak-anak. (Foto: Ist)

AT T R L

nggota DPD RI dari

Aceh, H. Sudirman

yang akrab disapa Haji
Uma, menyerukan campur
tangan pemerintah pusat dalam
penanganan krisis pengungsi
Rohingya di Aceh. Beliau me-
nekankan hal ini pada akhir
November 2023, menyusul
pendaratan pengungsi Roh-
ingya di beberapa pantai Aceh
pada hari sebelumnya. Haji
Uma menekankan perlunya
perlindungan kemanusiaan se-
bagai prioritas utama, terutama
karena melibatkan perempuan
dan balita.

Haji Uma menjelaskan
dilema yang dihadapi oleh
pemerintah  daerah  dan
masyarakat Aceh. Meski me-
miliki kepedulian tinggi, mere-
ka menghadapi keterbatasan
dalam kapasitas dan pengala-

man dari insiden serupa se-

bR

belumnya. Oleh karena itu, ia
mendesak pemerintah pusat
untuk berperan aktif dalam
menangani situasi ini, demi
menemukan solusi yang efektif
dan berkelanjutan.

Dalam usaha penyelesaian
masalah ini, Haji Uma telah
melakukan koordinasi dengan
Kementerian Luar Negeri RI. Ia
mendesak adanya tindak lan-
jut dan dukungan konkret dari
pemerintah pusat terhadap
situasi imigran Rohingya yang
terus berdatangan. Ini meru-
pakan langkah penting dalam
menanggapi krisis kemanu-
siaan yang terjadi.

Kebijakan penanganan
pengungsi Rohingya ini tidak
hanya menjadi perhatian di
tingkat lokal, tetapi juga sedang
dibahas secara regional, meli-
batkan negara-negara ASEAN,
Bangladesh, Myanmar, dan

UNHCR. Namun, hingga saat
ini, solusi konkret masih dalam
tahap pencarian.

Tantangan lain yang dihadapi
adalah sikap masyarakat Aceh
yang mulai menunjukkan peno-
lakan terhadap imigran Rohing-
ya, didorong oleh pengalaman
masa lalu. Namun, Haji Uma
menilai kepedulian masyarakat
Aceh terhadap kemanusiaan
tetap luar biasa dan layak men-
dapat apresiasi. “Mereka masih
memberikan bantuan meski-
pun dengan perasaan yang be-
ragam,” kata Haji Uma sembari
menambahkan, informasi ter-
baru menyebutkan bahwa jum-
lah imigran Rohingya di Aceh
telah mencapai 1.233 orang,
termasuk mereka yang baru
saja mendarat. Ini memperjelas
urgensi penanganan Kkrisis ini
dengan dukungan penuh dari

Edisi Desember 2023
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Germati Kasus OTT, Senator Filep
sampaikan Pesan I(e laksa A!IIIII!I

nggota DPD RI asal
A Papua Barat Filep

Wamafma selaku
anggota Badan Akuntabili-
tas Publik (BAP) DPD RI
menyampaikan sejumlah
poin penting dalam perte-
muan dengan Jaksa Agung St.
Burhanuddin di kantor Kejak-
saan Agung Republik Indone-
sia (Kejagung RI), di Jakarta,
pertengahan November 2023.

Agenda pertemuan terse-
but dalam rangka meminta
penjelasan tentang pengaduan
masyarakat terhadap laporan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI. Khusus untuk
Papua Barat, Filep menyampai-
kan empat hal penting tentang
penegakan hukum di daerah,
termasuk OTT KPK terhadap
pejabat pemda dan perwakilan
BPK di Sorong.

Pertama, ia meminta Keja-
gung melakukan penguatan
instrumen kejaksaan baik ke-
jaksaan tinggi maupun kejak-
saan negeri di daerah. Hal ini
penting dilakukan dalam rang-
ka mendukung para penegak
hukum bekerja secara profe-
sional dalam menangani setiap
masalah hukum di daerah.

Kedua, Kejagung harus me-
lakukan penguatan fungsiinteli-
jen di daerah. Dia memandang
kejaksaan turut berperan pen-
ting dalam memastikan kinerja
pemeriksa keuangan sesuai
dengan kewenangan dan tidak
menyalahgunakannya bahkan
melanggar hukum.

Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma bersama Jaksa Agung St.
Burhanuddin di Kejagung. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

sional (PSN) di daerah, baik
dalam bentuk pembangunan
infrastruktur umum maupun

Ketiga, meminta Jaksa Agung
memperkuat peran institusi
dalam rangka pencegahan ko-
rupsi, suap maupun gratifikasi.
Menurutnya, pencegahan ada-
lah pilar yang sangat penting
dilakukan di antaranya dengan
mengedepankan edukasi, pen-
dampingan dan pembinaan
stakeholder terkait agar tidak
masuk dalam ranah pelanggar-
an hukum.

Keempat, mendorong atensi
Kejagung terhadap masalah-
masalah yang terkait dengan
realisasi Program Strategis Na-

investasi. Hal itu terutama
untuk memastikan tidak ada
pelanggaran hukum mau-
pun dampak yang merugikan
masyarakat setempat.

“Cukup banyak PSN in-
vestasi di tanah Papua.
Masyarakat menyambut baik
itu jika dijalankan dengan
benar dan menguntungkan
masyarakat dan tidak meram-
pas hak-hak masyarakat di
daerah,” ucapnya. (*)
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DPD Rl Minta Pengurangan TKD
Tak Diberiakukan hagi Daerah 3T

akil Ketua Dewan
Perwakilan ~ Dae-
rah (DPD) RI,
Sultan B Najamudin, secara
tegas meminta pemerin-

tah untuk mengesamping-
kan pemangkasan anggaran
Transfer Pusat ke Daerah
(TKD) khususnya bagi dae-
rah terluar, terdepan, dan
tertinggal (3T). Permintaan
ini muncul setelah Direktur
Pendapatan Daerah Direk-
torat Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam
Negeri, Hendriwan, menyata-
kan bahwa daerah tidak bisa
terus bergantung pada TKD
yang diperkirakan akan terus
menurun.

Dalam pernyataannya awal
November 2023, mantan
Wakil Gubernur Beng-
kulu ini, menekan-
kan bahwa meskipun
upaya  pemerintah
untuk  mendorong
kemandirian fiskal
daerah merupakan
bagian esensial dari

otonomi daerah, langkah-
langkah ini harus dilakukan
dengan pertimbangan yang
matang. Beliau mengingatkan
bahwa otonomi daerah ber-
tujuan untuk desentralisasi
pembangunan nasional, dan
pemangkasan anggaran tanpa
perhitungan yang tepat dapat
merugikan kualitas pelayanan
publik, terutama di daerah 3T
yang struktur ekonominya
masih rentan.

Sultan menambahkan
bahwa pemangkasan TKD
tanpa pertimbangan yang cer-
mat bisa mengakibatkan stag-
nasi pembangunan di daerah
3T. Hal ini karena pemerintah
daerah (pemda) mungkin akan
terpaksa melakukan efisiensi
anggaran di ba-
nyak  sektor,
yang  pada
gilirannya

akan mem-
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pengaruhi pelayanan kepada

masyarakat.
Di sisi lain, Sultan juga
menyatakan dukungannya

terhadap upaya pemerintah
dalam meningkatkan kemandi-
rian fiskal daerah. Ia menilai
pentingnya inovasi oleh para
kepala daerah dalam mengelola
potensi lokal untuk meningkat-
kan produktivitas pendapatan
asli daerah. Kemandirian fiskal
merupakan indikator kualitas
sistem otonomi daerah yang
telah berlangsung selama dua
dekade terakhir.

Mengakhiri ~ pernyataan-
nya, Sultan mengusulkan agar
pemerintah melakukan evalu-
asi terhadap daerah otonomi
yang belum mampu mengem-
bangkan diri secara mandiri.
“Evaluasi ini penting sebagai
bagian dari proses penyempur-
naan sistem otonomi daerah
dan distribusi anggaran negara

yang lebih efektif dan
efisien,”  ujar-

nya. (*)
g

\




SENATOR | Varia Senat (W’

»

Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung saat memimpin rapat konsutasi dengan Jaksa Agung.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).
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RAPAT KOMNSULTAS]
DEVWARM PERWAKILAN DAERAH REPUEBLIK INDON WESLA

- Jﬂﬁﬂ-nﬂu REPIGCLIKINGINESLA &

Suasana Rapat konsultasi BAP DPD RI dengan Jaksa Agung dan jajaran di Kejagung,
pertengahan November lalu. (Foto: Biro PHM Sejten DPD RI)
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RAPAT KONSULTASI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
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AKSA AGUNG RFTUE_X INDONESIA

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang menghadiri rapat konsultasi BAP DPD RI di Kejagung.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

adan Akuntabilitas
B Publik (BAP) DPD
RI, dipimpin oleh
Ketuanya Tamsil Linrung,
bersama Wakil Ketua Evi Apita
Maya dan Bambang Santoso,
meng-adakan rapat konsul-
tasi de-ngan Jaksa Agung RI,
ST Burhanuddin, di Gedung
Kejagung RI, pertengahan No-
vember lalu, untuk membahas
pengawasan atas kasus-kasus
yang merugikan keuangan
negara, khususnya berdasar-
kan Iktisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) dan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang disampaikan ke-
pada DPD RL
Dalam rapat tersebut, BAP
DPD RI mengungkapkan
beberapa temuan penting.
Mereka menemukan bahwa
proses penyelesaian kasus
kerugian negara/daerah yang
sudah masuk penyelidikan
oleh Aparat Penegak Hukum
(APH) terhambat karena per-

hitungan kerugian oleh BPK
memakan waktu yang lama.
Selain itu, BAP DPD RI juga
menyoroti belum optimalnya
pelaksanaan  implementasi
nota kesepahaman antara BPK
RI, Kejaksaan Agung RI, dan
Kepolisian RI, terutama dalam
penanganan kasus tindak pi-
dana korupsi (Tipikor) hasil
pemeriksaan BPK.
“Pertemuan ini akan men-
ingkatkan sinergi antara BAP
DPD RI dan Kejaksaan Agung
untuk mendorong peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan
negara, tegas Linrung. Ia juga
menyoroti perlunya pening-
katan kerjasama dalam pe-
nanganan kasus-kasus Tipikor
berdasarkan temuan BPK,
termasuk pemanfaatan hasil
pemeriksaan investigatif BPK
yang dilakukan berdasarkan
inisiatif BPK RI itu sendiri.
Jaksa Agung RI, ST
Burhanuddin, =~ menanggapi
bahwa dalam periode 2020
hingga 2023, Kejaksaan

Agung RI hanya menerima
satu laporan dari BPK RI,
yaitu terkait dengan penam-
bangan nikel oleh PT Aneka
Tambang, Tbk. Laporan terse-
but telah ditindaklanjuti oleh
Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tenggara. Burhanuddin mene-
gaskan bahwa rekomendasi
dari BPK bukan syarat mutlak
bagi kejaksaan untuk menin-
daklanjuti laporan masyarakat
terkait dugaan korupsi dalam
pengelolaan keuangan negara,
menunjukkan kesiapan kejak-
saan dalam menanggapi setiap
pengaduan masyarakat.
Pertemuan ini merupakan
langkah penting dalam upaya
memperkuat pengawasan dan
penegakan hukum terhadap
kasus-kasus yang merugikan
keuangan negara. Sinergi antara
BAP DPD RI dan Kejaksaan
Agung diharapkan dapat mem-
bawa perubahan  signifikan
dalam penanganan kasus korupsi

dan pengelolaan keuangan nega-
rayang lebih baik di Indonesia. (*)
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Sejumlah anggota Komite III DPD RI saat rapat konsultasi dengan Komisi X DPR RI membahas RUU Perubahan ten-

tang Bahasa Daerah. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

omite III DPD RI melakukan rapat
B konsultasi dengan Komisi X DPR RI
untuk membahas Rancangan Undang-
Undang (RUU) Tentang Bahasa Daerah, se-
buah inisiatif DPD RI yang telah disusun sejak
2015. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul
Hakim, mengungkapkan apresiasi kepada
DPR RI dan Pemerintah, khususnya Menteri
Hukum dan HAM RI yang telah memasukkan
RUU Bahasa Daerah ke dalam daftar RUU
Prolegnas Perubahan Kedua Prioritas Tahun
2023 dengan nomor urut 37.

Senator asal Lampung ini menekankan ur-
gensi perlindungan bahasa daerah yang menu-
rutnya sudah sangat mendesak. Upaya perlin-
dungan bahasa daerah harus dilakukan secara
holistik, melalui pengaturan yang sistematis
dan komprehensif, meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan,
serta evaluasi. “Ini bertujuan untuk melestari-
kan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
bangsa,” kata Abdul Hakim dalam rapat kon-
sultasi yang berlangsung di Gedung DPR RI
pertengahan November 2023.

Meskipun RUU ini telah disusun sejak 2015,
Abdul Hakim mengakui bahwa perlu ada pe-

nyempurnaan dari segi materi, struktur, dan
format, agar sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku saat ini.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal
Provinsi Bali, Anak Agung Gde Agung, menyu-
arakan kebutuhan untuk menyempurnakan
RUU ini dari segi substansi sesuai UU yang
berlaku. Ia mengatakan bahwa DPD RI sa-
ngat terbuka terhadap pandangan DPR RI dan
Pemerintah, karena RUU ini mengusung bu-
daya yang harus dilestarikan. Agung juga me-
nekankan bahwa DPD RI sebagai representasi
masyarakat dan daerah sangat berharap dapat
terlibat dan berkontribusi secara langsung
dalam proses pembahasan selanjutnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri
Faqih, menyatakan bahwa RUU Bahasa Dae-
rah ini sudah sepatutnya segera disahkan. Ia
menekankan perlunya pembahasan RUU ini
dilanjutkan pada pertemuan berikutnya,
dengan konsultasi bersama DPD RI untuk
mengkaji dan mempelajari RUU tersebut lebih
lanjut. Faqih berharap bahwa proses ini akan
berlangsung dengan cepat dan efektif, meng-
ingat pentingnya RUU ini dalam pelestarian
bahasa daerah. (¥)
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omite IV Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) RI menggelar Focus Group Dis-

cussion (FGD) di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, perte-
ngahan November 2023, untuk mengawasi
pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 25 Ta-
hun 1992 tentang Perkoperasian. Ketua Komite
IV, Amang Syafrudin, dalam sambutannya me-
nyebutkan pentingnya FGD ini sebagai langkah
mendukung penguatan peran koperasi dengan
mengadaptasi regulasi perkoperasian kepada
kondisi terkini masyarakat.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin yang mem-
buka FGD ini, menyoroti usia UU Perkoperasian
yang telah berlalu 30 tahun dengan berbagai per-
masalahannya, termasuk bagaimana mening-
katkan keyakinan masyarakat terhadap kope-
rasi. Untuk itu, DPD RI membutuhkan banyak
masukan dari kalangan akademisi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Andromeda
Qomariah, mengungkapkan kontribusi signifi-
kan Koperasi dan UKM terhadap PDRB Provinsi
Jawa Timur. Namun, beliau juga menyoroti per-
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Wakil Ketua DPD RI Mahyudin didampingi Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafrudin sedang menyerahkan cindera-

mata kepada salah seorang pembicara, Sulistya Rusgianto dalam FGD tentang Perkoperasian. (Foto: Biro PHM Setjen
DPD RI)

masalahan seperti koperasi yang tidak melak-
sanakan RAT dan laporan keuangan yang belum
sesuai standar.

Akademisi Departemen Ekonomi Syariah
FEB UNAIR, Sulistya Rusgianto, membahas ke-
beradaan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi
dalam draf revisi UU Perkoperasian. Ia menyata-
kan bahwa one-tier systemn management di kope-
rasi syariah akan membuka peluang transformasi
organisasi koperasi menjadi lebih responsif dan
fleksibel. Sementara itu, Sekretaris Dekopinwil
Jawa Timur, R. Nugroho, memberikan masukan
bahwa revisi UU harus mengembalikan esensi
koperasi sebagai kumpulan orang yang berusaha
bersama, bukan sekedar badan usaha, serta me-
negaskan peran sosial koperasi.

Senator dari Provinsi Jawa Timur, Evi Zainal
Abidin, selaku tuan rumah, menyampaikan apre-
siasi kepada para narasumber dan peserta FGD.
Evi menegaskan bahwa diskusi ini sangat ber-
manfaat dan akan memberikan wawasan ber-
harga sebagai masukan bagi revisi UU Perkope-
rasian, agar dapat menjadi lebih baik dan relevan

Edisi Desember 2023
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BULD Pertanyakan Perizinan dan
Pengawasan Usaha Tambhang

Pimpinan BULD DPD RI saat mengadakan rapat kerja dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi /BKPM
di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

alam upaya mengatasi

tantangan  perizinan

dan  pengembangan
usaha pasca pemberlakuan
UU No. 11/2020 tentang Cip-
ta Kerja, Badan Urusan Legis-
lasi Daerah (BULD) DPD RI
menggelar rapat kerja strate-
gis. Rapat yang digelar di Ru-
ang Sriwijaya DPD RI pada
akhir November 2023 ini me-
ngundang Dirjen Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi Kementerian ESDM,
Dadan Kusdiana, serta Di-

rektur Deregulasi Penanaman
Modal Kementerian Investa-
si/BKPM, Dendy Apriandi.
UU Cipta Kerja ini memu-
satkan kembali kewenangan
perizinan, terutama di sektor
pertambangan dan penga-
wasannya, ke pemerintah pu-
sat dan mengurangi otonomi
daerah.

Wakil Ketua BULD DPD
RI, Alirman Sori, yang me-
mimpin rapat tersebut, me-
nekankan pentingnya menda-
patkan informasi dan strategi

untuk memperkuat kerjasa-
ma antara pemerintah pusat
dan daerah. Tujuannya ada-
lah untuk menghindari regu-
lasi yang berpotensi meru-
mitkan pekerjaan di daerah.
“UU Cipta Kerja dan UU No.
3/2020 tentang Minerba telah
menciptakan dilema di dae-
rah, dengan izin yang dike-
luarkan oleh pusat, tetapi im-
plementasi dan pengawasan
berada di tangan daerah,
ujarnya.

Senator DPD RI dari Kali-

B30
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Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Dendy Apriandi yang hadir dalam rapat kerja
dengan BULD DPD RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

mantan Utara, Marthin Billa,
mengungkapkan harapannya
agar pengawasan terkait kebi-
jakan ini melibatkan kerjasa-
ma antara pemerintah pusat
dan daerah. Hal ini penting,
mengingat banyak pemerin-
tah daerah yang mengeluh-
kan mekanisme pengawasan
usaha pertambangan. Marthin
menegaskan,  harmonisasi
peraturan daerah dengan
peraturan pusat esensial un-
tuk memastikan kerja sama
antara kedua pihak berjalan
dengan baik, terutama dalam
pengawasan yang sulit ini.
Sementara itu, Senator dari
Bangka Belitung, Alexander
Fransiscus, mengungkapkan
kekhawatiran terkait pro-
ses perizinan pertambangan
yang masih belum jelas. Ba-
nyak warga di provinsinya

yang kesulitan memperoleh
izin usaha tambang, sehingga
terpaksa melakukan penam-
bangan tanpa izin. “Masalah
Wilayah Penambangan Rakyat
(WPR) harus segera ditanga-
ni, dan Kementerian ESDM
perlu membantu masyarakat
Bangka Belitung dalam hal
perizinan,” sebutnya.

Dadan Kusdiana dari Ke-
menterian ESDM, mengakui
adanya permasalahan pen-
gawasan di beberapa daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa
pemerintah telah menyusun
norma, standar, prosedur,
dan kriteria (NSPK), petun-
juk teknis, dan koridor seba-
gai acuan dalam proses pen-
gawasan untuk mewujudkan
good mining practice. “Kami
memiliki inspektur tambang
di daerah dengan total 700

orang. Kami berusaha me-
mastikan proses ini dilaku-
kan dengan baik, meskipun
pengawasan merupakan tu-
gas dan kewenangan daerah,’
tegasnya.

Rapat kerja BULD DPD RI
juga membahas tentang pe-
mulihan sektor UMKM pasca
pandemi Covid-19. Wakil
Ketua BULD DPD RI, Eni
Sumarni, menyoroti tantangan
yang dihadapi UMKM terkait
regulasi dan pembiayaan.
Untuk itu, Dadan Kusdiana
menambahkan,  “Pemerin-
tah telah mengeluarkan On-
line Single Submission (OSS)
atau perizinan berusaha ter-
integrasi secara elektronik,
sebagai upaya menciptakan
kemudahan berusaha dan
meningkatkan iklim investasi,
khususnya bagi UMKM. (*)
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akil Ketua Komite III Dewan Perwakil-

an Daerah (DPD) RI Abdul Hakim,

menekankan pentingnya sektor pa-
riwisata sebagai pendorong ekonomi Indonesia
dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
yang diadakan di Ruang Rapat Padjajaran, Kom-
pleks Parlemen, Jakarta, akhir November 2023.
Rapat ini, turut dihadiri oleh peneliti dari Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Beni Teguh
Gunawan, dan Ketua Umum Association of The
Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA),
Nunung Rusmiati. Abdul Hakim menyoroti po-
tensi keindahan alam, budaya, dan warisan
leluhur Indonesia sebagai aset yang perlu
terus dipromosikan dan dikembangkan.

RDPU Komite IIT DPD RI ini terkait penga-
wasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata oleh DPD
RI dengan tujuan untuk menilai efektivitasnya
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. “Pengembangan pariwisata diharap-
kan dapat meningkatkan devisa negara, men-
ciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkat-
kan kesejahteraan penduduk lokal;” kata Hakim
menegaskan. Namun, ia juga mengakui adanya
hambatan seperti penurunan kualitas lingkung-
an, manajemen destinasi yang buruk, ke-
terbatasan SDM, kurangnya inves-
tor, terbatasnya aksesibilitas, dan
minimnya kesiapsiagaan terhadap
bencana.
Ketua Umum ASITA, Nunung -

II -
Rusmiati, menyampaikan bahwa &, wss™ " %

pelaksanaan UU Kepariwisataan AN
di Indonesia masih menemui se- .
jumlah masalah. Beliau menekan- -

kan pentingnya koordinasi yang
lebih efektif antara peme-
rintah pusat, pemerintah
daerah, dan sektor swas-
ta. Nunung juga meng-

Yo

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim.

(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).
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garisbawahi perlunya pemberdayaan masyarakat
lokal dan pembagian manfaat ekonomi secara
adil untuk mengatasi ketimpangan dalam man-
faat yang diperoleh dari sektor pariwisata.

Nunung juga menyarankan agar pemerintah
meningkatkan pemanfaatan teknologi digital
dalam sistem kepariwisataan. Contohnya mela-
lui pengurusan visa secara online seperti yang
dilakukan oleh Malaysia. Tujuannya adalah un-
tuk memudahkan wisatawan dan investor dalam
mengakses informasi dan mendapatkan izin per-
jalanan.

Peneliti BRIN, Beni Teguh Gunawan, menje-
laskan bahwa UU Kepariwisataan secara keselu-
ruhan sudah cukup baik, didukung oleh aturan
turunan yang berlaku. Penelitian menunjukkan
bahwa devisa Indonesia cenderung meningkat,
tercermin dari peningkatan Pendapatan Domes-
tik Bruto (PDB). Namun, menurutnya, Indone-
sia masih belum maksimal dalam memanfaatkan
teknologi untuk mempromosikan destinasi wisa-
ta. Konsep kepariwisataan modern yang berkelan-
jutan dan terdigitalisasi menjadi kunci daya saing
yang perlu lebih diimplementasikan.

Anggota Komite III Dapil Bali, Anak Agung
Gde Agung, mengapresiasi paparan dari kedua
narasumber. [a menyampaikan kekhawatiran-
nya terhadap kurangnya penelitian atau kajian
mengenai pemanfaatan devisa dari- daerah
wisata. Anak Agung menyoroti pentingnya

agar devisa yang dihasilkan dapat secara
adil dinikmati oleh dae-

rah penyumbang devi-
sa terbesar, tidak hanya
berdasarkan ~ sumber
daya alam, tetapi juga
sumber daya
lainnya. (*)

disi Desember 2023



L
T

BULD

adan Urusan Legislasi Daerah (BULD)
B DPD RI berinisiatif untuk menyela-

raskan regulasi antara pemerintah
pusat dan daerah. Dalam pertemuan konsul-
tasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
pertengahan November 2023, BULD mene-
kankan pentingnya penyesuaian peraturan
daerah dengan regulasi pusat dan sebaliknya,
agar kebijakan pusat dapat mengakomodir
kepentingan daerah.

Wakil Ketua BULD, Eni Sumarni, meng-
ungkapkan keprihatinan pemerintah dae-
rah mengenai optimalisasi implementasi UU
Cipta Kerja. Beliau menyoroti perizinan di
sektor pertambangan, kehutanan, dan ling-
kungan hidup yang sering kali menimbulkan
benturan dan konflik kepentingan. “Pelestari-
an ekologi melalui sektor kehutanan dan ling-
kungan hidup sering berbenturan dengan
kegiatan sektor pertambangan,” kata Eni.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama, mem-
bahas analisis dan evaluasi peraturan terkait
perizinan dan pengelolaan pertam-
bangan, kehutanan, dan lingkungan

—

o &
. Wakil Ketua BULD DPD RI Eni Sugarni.
(Foto: Biro PHM Setjen DPDRI) = #*
vz

Dorong/Renyel

LegislasiRusatdan

hidup. Ia menekankan pentingnya peraturan
yang berkualitas, yang memenuhi kebutuhan
hukum untuk kesejahteraan serta efektivitas
dan efisiensi dalam pelaksanaan.

“Arah kebijakannya adalah peraturan yang
berkualitas, memenuhi kebutuhan hukum
untuk kesejahteraan dan cara kerja yang efek-
tif dan efisien, “ ungkap Yogi.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Maya-
ningtyas, menyoroti pentingnya kesesua-
ian proses pemberian persetujuan perizin-
an dengan tata ruang dan standar Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pri-
ma mengungkapkan adanya penumpukan
proses persetujuan lingkungan hidup di
Jawa Barat, disebabkan pendelegasian ke-
wenangan dari pusat ke daerah dan masalah
dalam dokumen yang dilimpahkan. “Saya
kira, perlu sinkronisasi yang lebih baik
dalam penerapan peraturan di sistem On-
line Single Submission (OSS), mengingat

sering terjadi ketidaksesuaian rencana

lokasi kegiatan dengan tata ruang,’
tutur Prima. (*)
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Ketua DPD RI AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti foto bersama
usai acara Sarasehan dan Serap
Aspirasi Masyarakat Asosiasi
Kepala Desa Kabupaten Ngawi
dengan tema “Otonomi Desa
untuk Mewujudkan Kesejahtera-
an Rakyat”, di Pendopo Widya
Graha Bupati Ngawi, akhir
November 2023. (Foto: LaNyalla
Centre)

Lebih dari 1000 masyarakat
dari berbagai elemen
menghadiri pembacaan dan
penyerahan Maklumat Dewan
Presidium Konstitusi. Maklumat
ini diserahkan ke Pimpinan
MPR melalui anggota MPR dan
unsur DPD RI di Gedung
Nusantara IV, Komplek MPR/
DPR/DPD Senayan, Jakarta,
awal November 2023. (Foto:
Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)
DPD RI menggelar rapat kerja untuk
menemukan solusi terkait permasalah-
an perizinan dan pengembangan
usaha yang dihadapi daerah bersama
Kementerian ESDM dan Kementerian
Investasi/BKPM di Ruang Sriwijaya
DPD RI, akhir November 2023. (Foto:
Biro PHM Setjen DPD RI).
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BULD DPD RI melakukan kegiatan temu
konsultasi pusat-daerah dengan Peme-
rintah Provinsi Jawa Barat, di Bandung,

pertengahan November 2023. Wakil
Ketua BULD DPD RI Alirman Sori se-
dang menyerahkan cinderamata kepada
pejabat Pemprov Jawa Barat. (Foto:
Biro PHM Setjen DPD RI)
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' ‘ Suasana Rapat Dengar Penda-

pat (RDP) Komite I DPD RI
dengan Sekretaris Jenderal
(Sekjen) DPD RI terkait me-
kanisme perekrutan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) di lingkungan
Sekretariat Jenderal (Setjen)
DPD RI, akhir November 2023.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Ketua DPD RI AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti ketika
membuka Pameran Seni Tosan
Aji Reinkarnasi Majapahit yang
diselenggarakan oleh Yayasan
Keluarga Ageng Condro Bu-
daya Aji Nuswantara di Gedung
Balai Pemuda, Surabaya, awal
November 2023.

(Foto: LaNyalla Centre)
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anitia ~ Musyawarah

Dewan  Perwakilan

Daerah Republik In-
donesia (Panmus DPD RI)
mengadakan Focus Group
Discussion (FGD) dengan
akademisi hukum tata ne-
gara dan pakar otonomi
daerah untuk membahas
peningkatan fungsi peng-
awasan DPD RI. FGD ini
diadakan di Aula Universi-
tas Pembangunan Nasional
(UPN) “Veteran” di Jakar-
ta, pertengahan November
2023, dengan tujuan khusus
untuk meninjau kembali
Peraturan DPD RI Nomor
6 Tahun 2012. Senator asal
Bangka Belitung, Darmansyah
Husein yang membuka dis-
kusi, menyampaikan bahwa
meskipun beberapa standar

oto bersama seusai FGD Panmus DPD RI di UPN Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

pengawasan sudah ada,
perlu ada penyesuaian dan
pembentukan standar baru
untuk memperkuat fungsi

pengawasan.
Anggota DPD RI dari
Provinsi Nusa Tengga-

ra Barat (NTB), Achmad
Sukisman Azmy, menyo-
roti keterbatasan wewenang
pengawasan DPD RI yang
menghambat penyampaian
aspirasi daerah ke pusat. Be-
liau mengungkapkan bahwa
sering terjadi penyimpangan
di tingkat daerah akibat
pengawasan  pemerintah
pusat yang lemah, namun
aspirasi dan permasalahan
daerah yang diperjuangkan
DPD RI seringkali terham-
bat dalam penyampaiannya.

Guru  Besar  Institut

Pemerintahan Dalam Ne-
geri (IPDN), Djohermasyah
Djohan, menjelaskan bahwa
fungsi pengawasan DPD RI
sesuai undang-undang ada-
lah menyampaikan hasil
pengawasan kepada DPR se-
bagai bahan pertimbangan.
Namun, ia menekankan
bahwa seharusnya DPD
juga dapat menyampaikan
hasil pengawasan kepada
pemerintah sebagai ekseku-
tor. Djohan juga menam-
bahkan bahwa DPD RI me-
miliki fungsi penting dalam
menjaga otonomi daerah
dan harus segera diperkuat.

Mantan Direktur Jenderal
Otonomi Daerah Kemente-
rian Dalam Negeri (Dirjen
Otda Kemendagri) periode
2010-2014, ini memberikan

| EB

Edisi Desember 2023



saran agar hasil pengawasan
DPD RI, baik yang disampai-
kan ke DPR maupun peme-
rintah, dilakukan secara se-
remonial dan dipublikasikan
oleh media. Hal ini bertujuan
agar kinerja DPD RI lebih
dikenal oleh masyarakat luas.

Ahmad Ahsin Thohari,
dosen Fakultas Hukum UPN,
menekankan pentingnya
publikasi melalui media digi-
tal dalam menyebarkan kin-
erja. DPD RI. “Kepercayaan
- publik saat ini lebih terfokus
; ‘1|| pada apa yang dltampllkan
L |- gadget mereka, sehingga
~ penting bagi DPD RI untuk
aktif mensosialisasikan ke-

(¥
|
.|I

Senator asal Bangka Belitung, .~
Darmansyah Husein. !
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI) .

giatan mereka melalui media
digital,” sebut Ahmad.

Di penutupan diskusi, Se-
nator asal Papua, Yorrys
Raweyai, menyepakati per-
lunya peninjauan ulang tata
tertib DPD RI. Mengingat
urgensi fungsi pengawasan
DPD RI yang harus dikuat-
kan, Yorrys menyebutkan
pihaknya telah menghimpun
referensi dari berbagai pihak
dan Dbersepakat melakukan
terobosan agar tata tertib
DPD RI dapat segera diubah.

()
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Perizinan Tambany Ditarik
ke Pusat, Daerah Resah

adan Urusan Legislasi Daerah November 2023, menyatakan bahwa hal
B (BULD) DPD RI mengidentifikasi ini mephimbulkan potensi benturan dan

kekhawatiran di daerah terkait pe- konflik| kepentingan. Liow menekankan
narikan kewenangan perizinan ke pusat, pentingnya upaya daerah dalam@ mengim-
khususnya di sektor pertambangan, kehu- plementasikan kebijakan pascajdiundang-
tanan, dan lingkungan hidup. Ketua BULD kannya|UU Minerba dan UU Cipta Kerja
DPD R, Stefanus BAN Liow, dalam “Temu beserta ffurunannya.
Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah’ di ~ Stefahus menambahkan bahwa DPD RI,
Kantor Gubernur Banten, pertengahan melaluil BULD, memiliki progfam untuk

Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, dalam ‘Temu
Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah’ di Kantor Gubernur
Banten. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI) . i ,L
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Foto bersama pimpinan dan anggota BULD DPD RI dengan Pj Gubernur Banten, Al Mukhtabar usai ‘Temu Kon-

sultasi Legislasi Pusat dan Daerah’ di Serang, Banten. (Foto: Biro PHM DPD RI).

memantau dan mengevaluasi rancangan
peraturan daerah terkait perizinan di sek-
tor yang bersangkutan. Ini termasuk dalam
Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/
11/2022-2023. “Kami perlu mendapatkan
masukan dari daerah mengenai perkem-
bangan persoalan perizinan ini,’ ujarnya.

Senator asal Sulawesi Utara ini juga me-
nekankan peran DPD RI dalam menjem-
batani kepentingan daerah, terutama jika
ada kendala dalam pembentukan peraturan
daerah. Selain itu, beliau mengatakan bahwa
DPD RI berperan dalam memberikan pe-
nguatan kepada daerah dalam harmonisasi
legislasi antara pusat dan daerah.

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Abraham Liyanto, ber-
pendapat bahwa perizinan pertambangan,
kehutanan, dan lingkungan hidup se-
harusnya lebih adil, mencerminkan kebu-
tuhan dan kepentingan daerah. “Di NTT,
pembagian kewenangan ini tidak merata,’
kata Liyanto, menyoroti ketidakadilan

dalam sistem yang ada.

Pj Gubernur Provinsi Banten, Al
Muktabar, menyambut baik konsultasi ini
dan berharap kegiatan tersebut bisa mem-
berikan masukan efektif untuk pemerin-
tahan. “Perekonomian Banten terus me-
ningkat, angka kemiskinan berkurang, dan
investasi juga mengalami peningkatan. Kita
berharap kegiatan ini membantu kami men-
jadi lebih efektif;” kata Muktabar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Mohammad Fasyehhudin,
menjelaskan permasalahan regulasi di daerah
pasca UU Cipta Kerja, khususnya terkait
perizinan pertambangan, kehutanan, dan
lingkungan hidup. la menekankan pentingnya
kepastian hukum dan menyoroti perubah-
an paradigma perizinan dari berbasis izin
menjadi berbasis risiko. “Perubahan ini
mengakibatkan desain kebijakan, kelem-
bagaan, dan platform layanan usaha meng-
alami perubahan, baik di pusat maupun
daerah,” pungkas Fasyehhudin. (*)
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"DEWAN PERWAKILA!
REPUBLIK INDOX

Suasana pertemuan BAP DPD RI dengan masyarakat dari lima provinsi di Indonesia, membahas soal sengketa
lahan. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Tindaklanjuti Pengaduan
Masyarakat dari Lima Provinsl

[~

® Pimpinan BAP DPD RI menerima data-data yang dibutuhkan dari perwakilan
® masyarakat atas sengketa lahan yang dihadapi. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)
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adan Akuntabilitas Publik

(BAP) DPD RI, dipimpin

oleh Wakil Ketua Muhammad
Nuh, mengambil langkah proak-
tif untuk menangani pengaduan
masyarakat terkait masalah la-
han dari lima provinsi berbeda
di Indonesia. Para perwakilan
masyarakat dari Bali, Sumatera Se-
latan, Papua, Jawa Barat, dan Lam-
pung diajak untuk memberikan
penjelasan dan data lebih rinci ten-
tang permasalahan mereka. Per-
temuan ini diadakan di Gedung
DPD RI, Jakarta, awal November
lalu, menandai langkah awal dalam
proses mengumpulkan informasi
dan data komprehensif tentang isu
pertanahan yang dihadapi.

Muhammad Nuh menegas-
kan, rencana BAP DPD RI un-
tuk mengundang kementerian
atau lembaga terkait untuk rapat
dengar pendapat umum (RDPU)
guna membahas lebih lanjut peng-
aduan dari masyarakat tersebut.
Keputusan ini menggarisbawahi
pentingnya kerjasama antara lem-
baga pemerintah dalam menye-
lesaikan isu-isu pertanahan yang
kompleks.

Senator asal Lampung, Abdul
Hakim, mengungkapkan ni-
atnya untuk mendorong peme-
rintah agar segera menyelesaikan
masalah pertanahan ini, berdasar-
kan data yang telah dikumpulkan
dari para pengadu. Sementara

SENATOR | Varia Senat

itu, Asep Hidayat, anggota DPD
RI asal Jawa Barat, mengutara-
kan keresahan warga, khususnya
para pengadu, yang merasa tidak
mendapatkan kepastian hukum
atas permasalahan yang mereka
hadapi.

Wakil Ketua BAP DPD RI,
Evi Apita Maya, menambahkan
bahwa BAP DPD RI telah mela-
kukan komunikasi intensif de-
ngan para pengadu dan mengatur
agenda RDPU untuk mendapat-
kan informasi lebih detail. Evi
menekankan urgensi rapat kerja
dengan kementerian terkait se-
bagai mitra kerja strategis dalam
menyelesaikan konflik agraria di
Indonesia.

Evi juga menyoroti perlu-
nya sinergi antara DPD RI de-
ngan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kemen-
terian Pertanian, dan Kemen-
terian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional.
Tujuannya adalah untuk men-
dapatkan pemahaman yang
komprehensif atas berbagai per-
masalahan agraria dan perta-
nahan di Indonesia serta mem-
percepat penyelesaian masalah
tanah. Pendekatan ini menun-
jukkan komitmen BAP DPD RI
dalam mendukung penyelesaian
masalah pertanahan yang adil
dan efisien bagi masyarakat di

seluruh Indonesia. (*)
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Pimpinan dan sejumlah anggota Komite IV DPD RI mengadakan sesi foto bersama dalam ;"; 3
kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI) '

Komite/IUV/DED RifBahasTindakLanjut
Hasil Pemeriksaan BPKR1'2023

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elvina menerima cinderamata dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat
Arief Agus. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)
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omite IV Dewan Perwakilan
I< Daerah Republik Indonesia

(DPD RI) melakukan kunjung-

an kerja ke Sumatera Barat
untuk mengawasi pelaksanaan tin-
dak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK RI) se-
mester I tahun 2023. Kunjungan ini
mencakup rapat kerja dengan BPK
Perwakilan Sumatera Barat, yang
berlangsung di JIn. Khatib Sulaiman,
Padang, pada awal November 2023.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI
Elviana, dalam sambutannya mene-
kankan hubungan fungsional antara
DPD RI dan BPK RI dalam penga-
wasan pengelolaan keuangan negara
berlandaskan Konstitusi Pasal 23E
UUD 1945 dan Undang-Undang No-
mor 15 Tahun 2006 serta Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Senator dari Provinsi Jambi, me-
nyatakan bahwa hasil pemeriksaan
BPK RI menjadi bahan penting bagi
DPD RI dalam melaksanakan fungsi
pengawasannya. Elviana juga menye-
but bahwa DPD RI dapat meminta
BPK RI untuk melakukan tindak-
an tertentu yang diperlukan dalam
pemeriksaan.

Kepala Kantor Perwakilan BPK
Provinsi Sumatera Barat, Arif Agus,
dalam sambutannya, menyoroti pe-
manfaatan hasil pemeriksaan BPK
oleh pemangku kepentingan. Ia
menyatakan bahwa hasil pemeriksaan
tersebut memiliki arti penting bagi
Indonesia dalam tata kelola keuangan
negara. Arif juga menjelaskan peru-
bahan paradigma pemeriksaan BPK
dari fokus pada Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP) ke peningkatan ke-
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Kunjungan kerja Komite IV
DPD RI ke BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat ber-
fokus pada menindaklanjuti
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) di Provinsi tersebut,
sebagai tanggung jawab moral
DPD RI dalam membantu
pemerintah daerah mewujud-
kan pemerintahan yang baik,
bersih, dan akuntabel.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI
Elviana

sejahteraan masyarakat.

Koordinator tim kunjungan kerja
DPD RI ke Sumatera Barat, Leonardy
Harmainy Dt. Bandaro Basa, menyam-
paikan terima kasih atas sambutan
hangat BPK Perwakilan Sumatera
Barat. “Kami sangat menghargai
penerimaan dan diskusi bersama
Bapak Arif Agus dan jajarannya,”
ucap Leonardy.

Kunjungan kerja Komite IV DPD
RI ke Sumatera Barat ini juga diha-
diri oleh Fadel Muhammad (Senator
Gorontalo) Faisal Amri (Senator
Sumatera Utara), Eva Susanti (Senator
Sumatera Selatan), Riri Damayanti
John Latief (Senator Bengkulu),
Dharma Setiawan (Senator Kepu-
lauan Riau), Muhammad Afnan
Hadikusumo (Senator DIY), Yustina
Ismiati (Senator Kalteng), dan Maya
Rumantir (Senator Sulawesi Utara).

(*)

Senat
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Ketua Komite II DPD RI Yorrys Rawe;ay bersama Senator Stefanus BAN Liow saat memimpin pertemuan
dengan jajaran Pemda Sulawesi Utara di Bitung. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

omite II Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia (DPD RI) me-

ngunjungi Kota Bitung dan Kabupaten
Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada awal No-
vember 2023 untuk mengawasi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kunjungan
ini dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI, Yorrys
Raweyai, bersama Senator Stefanus BAN Liow,
dengan tujuan utama untuk memantau imple-
mentasi UU tersebut dan dialog dengan pemerintah
daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Yorrys menyatakan, kunjungan ini bertujuan
meninjau perkembangan KEK Bitung dan KEK
Likupang, untuk melihat seberapa optimal ope-
rasional mereka dan dampaknya terhadap pere-
konomian lokal.

Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara,
Elvira Katuuk, membacakan sambutan Guber-
nur Sulawesi Utara, menyatakan bahwa KEK
Industri Bitung telah beroperasi sejak April
2019, menempati area seluas 534 hektar, dan
telah berkontribusi signifikan terhadap pereko-
nomian Sulawesi Utara. KEK Bitung, dengan
fokus pada industri pengolahan kelapa, farmasi,
perikanan, dan logistik, telah menarik investasi
sekitar Rp32,9 Triliun dan menyerap tenaga ker-
ja hingga 34.700 orang. Elvira juga menggaris-
bawahi peran KEK Likupang sebagai salah satu

Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia,
dengan potensi besar dalam menarik investasi

dan tenaga kerja.
Administrator KEK Likupang, Richard
Dondokambey, mengungkapkan beberapa

kendala dalam pengembangan KEK, termasuk
pelestarian alam dan kebutuhan infrastruk-
tur seperti akses, instalasi air bersih, dan fasili-
tas listrik. Richard menekankan pentingnya
dukungan dari pemerintah pusat dalam
mengatasi tantangan-tantangan ini, terutama
untuk pengembangan wisata marina di KEK
Likupang.

Senator Stefanus BAN Liow menegaskan komit-
men Komite II DPD RI untuk menindaklanjuti as-
pirasi terkait KEK di Sulawesi Utara melalui rapat
intensif dengan kementerian dan lembaga terkait di
pusat. Tujuan rapat ini adalah mencari solusi untuk
operasional dan pengembangan KEK Bitung dan
Likupang, termasuk perumusan program, penyu-
sunan regulasi, dan pembentukan sinergi antara
berbagai pihak terkait.

Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke
Provinsi Sulawesi Utara juga dihadiri oleh
Anggota Komite II DPD RI Mamberob
Y. Rumakiek (Papua Barat), Lukky Semen
(Sulawesi Tengah), Intsiawati Ayus (Riau),
Denty E.W. Pratiwi (Jawa Tengah), dan Dewi
Sartika Hemento (Gorontalo). (*)
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Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni saat memimpin rapat
kerja dengan jajaran Kemenlu RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

omite I Dewan Perwakilan Daerah
B Republik Indonesia (DPD RI) dipim-

pin oleh Ketua Komite Fachrul Razi,
me-ngadakan rapat kerja penting pada awal
November 2023 untuk membahas kekerasan
yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, Pales-
tina, yang dilakukan oleh Israel. Kegiatan ini
dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar
Negeri RI, termasuk Dirjen Asia Pasifik dan
Afrika serta Dirjen Hukum dan Perjanjian In-
ternasional, di Gedung B Kompleks Parlemen,
Senayan. Inisiatif ini muncul sebagai respons
atas keprihatinan luas di Indonesia terhadap
situasi yang memburuk di Palestina.

Dalam rapat yang dihadiri oleh senator-
senator seperti M Nuh, Evi Apita, Misharti,
Darmansyah Husein, dan lainnya, Fachrul
Razi menekankan pentingnya tindakan nyata
dari Indonesia di luar pernyataan kecaman

dan bantuan kemanusiaan. Indonesia, yang
selama ini konsisten dengan amanat konsti-
tusinya untuk mendukung perdamaian du-
nia dan menentang penjajahan, telah terus
menerus mengkampanyekan penghentian
kekerasan di Palestina sambil memberikan
bantuan kemanusiaan.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu
RI, Abdul Kadir Jaelani, menjelaskan bahwa
strategi Indonesia terhadap konflik Israel-
Palestina dibagi menjadi dua bagian: jangka
pendek dan jangka panjang. Pada jangka
pendek, Indonesia fokus pada penghentian
kekerasan dan pemberian bantuan kema-
nusiaan, sedangkan pada jangka panjang,
Indonesia berencana untuk bekerja sama
lebih luas dengan Palestina, membantu
pembangunan negara tersebut pasca-konflik.

Konflik Palestina-Israel yang telah berlang-

Edisi Desember 2023
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Foto bersama Pimpinan dan Anggota Komite II dengan pejabat Kementerian Luar Negeri usai mengadakan
pertemuan di DPD RI. (Foto: Biro PHM DPD RI).

sung sejak 7 Oktober 2023 ini telah mene-
waskan lebih dari 14.000 jiwa, di antaranya
lebih dari 5000 anak-anak. Meskipun Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah beru-
saha mendamaikan kedua belah pihak se-
jak 1947, upaya-upaya ini belum berhasil
menghasilkan perdamaian yang berkelan-
jutan. Konflik ini, yang telah berlangsung
lebih dari 100 tahun sejak 1917, terus men-
jadi sorotan internasional.

Senator Fachrul Razi dan anggota Komite
I DPD RI lainnya menegaskan dukungan
mereka terhadap upaya kemerdekaan pe-
nuh Palestina. Mereka sepakat bahwa DPD
RI harus mendukung Kemenlu RI dalam

diplomasi internasional untuk mengakui
Palestina sebagai negara merdeka dan ber-
daulat. Selain itu, DPD RI berkomitmen
untuk terus menyediakan bantuan kema-
nusiaan bagi Palestina.

Sebagai langkah konkret, Komite I DPD
RI berencana membentuk Kaukus DPD RI
untuk Kemerdekaan Penuh Palestina. Lang-
kah ini diharapkan dapat menjadi sinergi
penting dengan Kementerian Luar Negeri
RI, berkontribusi pada upaya internasional
untuk membebaskan Palestina dari penja-
jahan Israel, dan menegaskan komitmen
Indonesia dalam mendukung kemerdekaan
dan kedaulatan Palestina. (*)
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Desa
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I < omite I DPD RI baru-baru ini mengada-

kan Rapat Dengar Pendapat Umum

(RDPU) dengan berbagai asosiasi yang
mewakili kepentingan desa, termasuk Persatu-
an Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI),
dan lainnya di Gedung DPD RI, Senayan, Ja-
karta, akhir November 2023. Rapat yang fokus
membahas revisi Undang-Undang Desa itu, Ke-
tua Komite I DPD RI Fachrul Razi, menegaskan
urgensi revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa,
telah lama diidamkan oleh banyak pihak.

Senator asal Aceh ini mengungkapkan, Komite
I telah menyiapkan proposal untuk revisi UU
Desa. Dalam rapat tersebut, ia juga mengusulkan
keterlibatan anggota DPD RI sebagai pembina
atau penasihat di masing-masing asosiasi di dae-
rah mereka. Razi menekankan pentingnya kola-
borasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan
revisi yang diharapkan.

Widi Hartono selaku Ketua PPDI,
menyampaikan harapan agar revisi -
UU Desa dapat mempertegas ke-
daulatan desa, terutama dalam
pengelolaan dana desa. Ia me-
nekankan pentingnya pem-
berian kuasa penuh kepada
kepala desa serta penguatan
sistem pengelolaan  desa.
Pendapat serupa di-
ungkapkan oleh
Indra Utama

ol

‘
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dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Na-
sional (Abpednas) yang telah mengirimkan 12
rekomendasi dari rapat koordinasi nasional ke
stakeholder terkait.

Sementara, Ketua Asosiasi Kepala Desa Selu-
ruh Indonesia (AKSI) Irawadi, menambahkan
pentingnya penambahan dana desa, meng-
ingat inflasi dan perubahan situasi ekonomi saat
ini. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya
dengan presiden dan Mendagri. Sementara itu,
Wasekjen APDESI, Zaenal, menekankan urgensi
dalam membahas dan mengesahkan revisi UU
Desa, yang telah lama dinantikan oleh komunitas
desa di Indonesia.

Senator Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang,
menegaskan dukungan DPD RI terhadap
revisi UU Desa. Ia juga mengkhawatirkan
bahwa revisi ini belum masuk dalam Prog-
ram Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas,
dan menyerukan adanya keinginan kuat dari

pemerintah, DPR, serta masyarakat desa
_untuk mendorong proses ini. Dengan
demikian, diharapkan revisi UU Desa
dapat segera direalisasikan, sehingga
memberikan kepastian

‘ W T — hukum bagi
pemerin-
tahan desa
di seluruh
Indonesia.
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K Republik Indonesia (DPD RI) baru-
baru ini mengadakan Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU) yang berfokus
pada rencana revisi Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat
ini mengundang dua nara sumber pen-
ting: Sudarsono Hardjosoekarto dari Univer-
sitas Indonesia (UI) dan Lukman M. Baga,
dari Institut Pertanian Bogor (IPB). RDPU
ini bertujuan untuk membahas dan memper-
barui regulasi yang telah berlaku sejak tahun
1992, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman saat ini.

Pertemuan yang berlangsung di Ge-
dung DPD RI pertengahan November 2023
ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV
DPD RI, Fernando Sinaga. Ia me-
nekankan perlunya pembaharu-
an pada regulasi perkoperasian
Indonesia yang sudah berusia
lama. Sinaga mengungkapkan
bahwa Undang-Undang No-

St

omite IV Dewan Perwakilan Daerah

mor 25 Tahun 1992 sempat hampir digan-
tikan dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2012, namun rencana tersebut ter-
henti akibat gugatan dari beberapa lemba-
ga dan pembatalan oleh Mahkamah Kon-
stitusi.

Sinaga juga menyampaikan bahwa
pada tahun 2015, DPD RI telah mengaju-
kan Rancangan Undang-Undang tentang
Perkoperasian melalui keputusan Nomor
04/DPD RI/1/2015-2016 kepada DPR RI.
Tahun berikutnya, DPR dan Pemerintah
mengajukan perubahan yang sama yang
telah masuk ke dalam Prolegnas. Namun,
hingga saat ini, perubahan regulasi per-
koperasian tersebut belum juga disahkan.

Sudarsono Hardjosoekarto, dalam pre-

sentasinya, mengkritik Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992

yang menurutnya tidak cukup
mendorong ke-giatan produk-
tif anggota Moperasi. Ia me-
nyoroti sete-

fakta bahwa
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lah 30 tahun berlakunya undang-undang
tersebut, tidak ada koperasi di Indonesia
yang difasilitasi secara produktif. Man-
tan Sekjen DPD RI ini menawarkan so-
lusi dengan memodifikasi Pasal 1 RUU
tentang Perkoperasian, sehingga koperasi
harus berbasis kegiatan produktif ang-
gota. Sudarsono juga menyarankan un-
tuk mengganti anggota yang multi pihak,
mengingat hal tersebut tidak efektif secara
akademik dan empirik dalam mendorong
pengembangan koperasi.

Di sisi lain, Lukman M. Baga menyo-
roti Koperasi sebagai gerakan anti-kapi-
talis yang sering kali mendapat tentangan.

Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI foto 1
bersama dengan nara sumber RDPU tentang 1 -
Perkoperasian. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI) ]

SENATOR | Varia Senat

Menurutnya, ada pihak yang tidak sen-
ang dengan perkembangan koperasi di
Indonesia, dan ini termanifestasi dalam
upaya menghambat kemajuan koperasi
melalui ketidakjelasan dalam Undang-
Undang tentang Perkoperasian. Lukman,
yang juga Kepala Pusat Studi Bisnis dan
Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB Uni-
versity, mengungkapkan bahwa salah
satu masalah besar dalam gerakan kope-
rasi di Indonesia adalah kesalahpaha-
man masyarakat terhadap semangat awal
pergerakan koperasi, yang sering kali
berujung pada pengelolaan yang tidak
tepat dan hasil yang tidak maksimal. (*)
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Senator Riri Damayanti ]ohn
Latief dari Bengkulu mengkritik
keras kekurangan dalam regulasi
perkoperasian pasca  pembata-
lan UU Perkoperasian 2012 oleh
Mahkamah Konstitusi. Dengan te-
gas, beliau menyoroti berbagai aspek
yang belum diatur secara memadai,
termasuk pengawasan usaha simpan
pinjam, perlindungan konsumen,
ketiadaan Lembaga Penjamin Sim-
panan bagi anggota koperasi, peng-
aturan sanksi pidana, afirmasi pada
sektor riil, serta regulasi tentang
kepailitan usaha simpan pinjam.

—  Riri Damayanti John atlef
(Foto Blro PHM Set]en DPD RI)

B INE | e

Achmad Sukisman Azmy. I Made Mangku Pastika (Foto: Tribun Bali)

(Foto: Radar Lombok)

Anggota DPD RI dari Nusa
Tenggara Barat, Achmad Sukis-
man Azmy, menambahkan bahwa
stagnasi perkembangan kope-
rasi di Indonesia disebabkan oleh
regulasi yang tidak tepat. Beliau
menekankan pentingnya keseriu-
san Pemerintah dalam merevisi
Undang-Undang Perkoperasian
untuk memajukan sektor ini.

B Edisi Desember 2023

Sementara itu, I Made Mangku Pastika, sena-
tor dari Bali, menggambarkan kondisi kope-
rasi di Indonesia sebagai “kerakap tumbuh di atas
batu” Ia menyoroti masalah moral hazard dalam
pengelolaan koperasi. Mantan Gubernur Bali ini,
menekankan perlunya DPD RI mendorong agar
koperasi menjadi lebih menarik bagi masyarakat
Indonesia, mengingat saat ini hanya sedikit koperasi
yang sukses di negara ini.




Maya Rumantir, senator dari
Sulawesi Utara, menyoroti pe-
nurunan perhatian pemerintah
terhadap koperasi, khususnya
di wilayah Sulawesi Utara yang
telah mempengaruhi kurang-
nya pertumbuhan koperasi di
daerah tersebut. “Koperasi saat
ini susah berkembang karena
memang perhatian pemerintah
untuk Koperasi sangat sedikit,’
jelas Maya.

et | Lal )
-~
7

{1 R
Ikbal Hi Djabid. (Foto: Sibelanews.id)

Ikbal Hi. Djabid dari Maluku
Utara, mengungkapkan kekha-
watiran serupa tentang kondisi
koperasi di wilayah timur
Indonesia. Ikbal menilai perlu-
nya inovasi dan terobosan un-
tuk menguatkan gerakan kope-
rasi di Indonesia.

harus diperkuat oleh Pemerintah. (*)
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Wakil Ketua
Komite IV DPD RI
Novita Anakotta dari
Maluku, mengharap-
kan keterlibatan
yang lebih aktif dari
Komite IV DPD RI
dalam pembahasan
Perubahan Undang-
Undang tentang
Perkoperasian, tidak
hanya sebatas mem-
berikan pandangan.

Novita Anakotta. (Foto: Warta Maluku)

Amang Syafruddin.
(Foto: Times Indonesia)

Terakhir, Ketua Komite IV DPD RI, KH. Amang
Syafruddin dari Jawa Barat, menyerukan perlunya pening-
katan peran pemerintah dalam menguatkan koperasi di
Indonesia. Beliau menyatakan bahwa ekonomi Indonesia yang
saat ini tergerus oleh oligarki perlu ditopang oleh koperasi, yang ¢

" 4 =
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Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyay didampingi Wakil Ketua Bustami Zainuddin dan Aji Mirni Mawarni saat mem-
impin rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan,
Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

i tengah ancaman krisis pangan yang

membelenggu Indonesia menjelang

natal dan tahun baru, Ketua Komite
II DPD RI Yorrys Raweyai, menegaskan
pentingnya langkah-langkah stabilisasi har-
ga. Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian
Pertanian, di Jakarta, akhir bulan lalu, Yorrys
menyatakan bahwa menurunnya produksi
tanaman pangan di sejumlah wilayah telah
mendorong melonjaknya harga kebutuhan
pokok seperti beras, bawang merah, cabai,

dan telur ayam.

Merespons kondisi ini, Menteri Per-
tanian Andi Amran Sulaiman menjamin
bahwa ketersediaan 12 pangan pokok na-
sional, termasuk dalam menghadapi natal
dan tahun baru, masih mencukupi. Na-
mun, Amran mengakui adanya kebutuhan
impor untuk beberapa komoditas seperti
beras, kedelai, bawang putih, daging, dan
gula, demi memperkuat cadangan pangan
pemerintah.

N 52
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Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI foto bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran
usai megadakan rapat kerja di DPD RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Menghadapi tantangan ini, Kementerian
Pertanian berinisiatif untuk memajukan
musim tanam, mengatasi penurunan produk-
si akibat kemarau dan El Nino. Andi Amran
Sulaiman, yang kembali menjabat sebagai
Menteri Pertanian sejak Oktober, menegas-
kan komitmennya untuk menanam cepat di
lahan irigasi yang tersedia, sekitar 1-1,5 juta
hektar, untuk meningkatkan produksi.

Di sisi lain, senator Richard Hamonangan
Pasaribu dari Kepulauan Riau menyoroti
ketidakseimbangan antara potensi pangan
Indonesia yang tinggi dengan skema pe-
ngelolaan pertanian saat ini. Richard mene-
kankan pentingnya memanfaatkan pupuk
alami yang melimpah di Indonesia seba-
gai alternatif pupuk kimia yang mahal dan
langka.

Bersamaan dengan itu, Christiandy
Sanjaya, anggota DPD RI dari Kalimantan
Barat, mengkritik ketergantungan padalahan
pertanian di Jawa dan mendorong pengem-
bangan lahan di luar Jawa. Menurutnya, ini
akan mengurangi ketergantungan impor dan
memenuhi kebutuhan pangan nasional dari
sumber domestik.

Menutup rapat, Aji Mirni Mawarni, Wakil
Ketua Komite II, menyerukan evaluasi sistem
infrastruktur pertanian. “Penting dilakukan-
nya sinergi antara Kementerian Pertanian
dengan instansi terkait untuk mencegah alih
fungsi lahan pertanian menjadi pemukim-
an dan industri, sehingga meningkatkan
produksi dan memastikan ketersediaan
pangan terutama saat hari raya dan tahun
baru,” tuturnya. (*)
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Komite | Bahas Perekrutan PPPK
di Lingkungan Setjen DPD RI
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omite I DPD RI yang dipimpin oleh Ketua Fachrul Razi, meng-
I < adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Sekretariat

Jenderal DPD RI yang dipimpin Sekjen Rahman Hadi mengenai
mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) di Sekretariat Jenderal DPD RI. Rapat yang berlangsung di Ruang
Sriwijaya DPD RI pada Senin, akhir November 2023, fokus pada pening-
katan status tenaga honorer menjadi PPPK, mengingat kontribusi mereka
dalam mendukung tugas dan wewenang anggota DPD RI.

Fachrul Razi menyatakan keinginan untuk mengangkat tenaga
honorer menjadi PPPK, berdasarkan diskusi sebelumnya dengan Ke-
menterian PAN-RB. “Kami ingin mengetahui sejauh mana proses ini
sudah dilakukan oleh Pak Sekjen,” ujar Fachrul.

Sementara itu, Anggota Komite I DPD RI dari Sulawesi Selatan, Ajiep
Padindang, berharap ada solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos se-
leksi PPPK, seperti penunjukan mereka sebagai tenaga fungsional melalui
Keputusan Presiden khu-
sus. Senator dari Sumatera
Barat, Alirman Sori, mene-
kankan perlunya rasionali- _; -
tas dalam perekrutan PPPK
di lingkungan Setjen DPD
RI, agar sesuai dengan ke-
butuhan lembaga dan efek-
tif dalam mendukung ang-
gota DPD RI. “Kebutuhan
spesifik yang sesungguhnya
untuk lembaga itu penting
untuk  dipertimbangkan,’
kata Alirman.

Dalam RDP tersebut,
Rahman Hadi menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK di Setjen
DPD RI akan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan seba-
gai sistem pendukung bagi anggota DPD RI. Untuk tahun 2023, akan
dibuka 133 formasi PPPK, dengan prioritas bagi tenaga honorer yang
sudah bekerja di Setjen DPD RI. “Kami akan memberikan nilai plus
kepada teman-teman yang sudah berada di lingkungan Setjen DPD
RI dalam proses perekrutan PPPK,” ungkap Rahman.

Rapat ini menandai langkah penting dalam upaya meningkat-
kan kesejahteraan tenaga kerja di lingkungan Setjen DPD RI serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang anggota DPD RI. Komitmen untuk mengangkat tenaga
honorer menjadi PPPK menunjukkan upaya serius DPD RI dalam
mengapresiasi kontribusi mereka dan memastikan stabilitas serta
kelancaran operasional lembaga. (*)
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Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion
setelah menerima dua penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).




setjien/dEn

ekretariat Jenderal Dewan
S Perwakilan Daerah Repub-

lik Indonesia (Setjen DPD
RI) meraih dua penghargaan
Reksa Bandha dari Kementerian
Keuangan RI, sebuah prestasi yang
mencerminkan komitmen lembaga
terhadap pengelolaan aset negara.
Penghargaan ini diserahkan oleh
Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati, di Gedung Dhanapala,
Kementerian Keuangan, Jakarta,
pada akhir November 2023.

Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman
Hadi, mengungkapkan rasa syukur atas
pengakuan tersebut, yang mencermin-
kan upaya Setjen DPD RI dalam penge-
lolaan, pemanfaatan, dan pengadminis-
trasian Barang Milik Negara (BMN).

Rahman Hadi menyampaikan
bahwa DPD RI mendapatkan peng-
hargaan kedua dalam kategori Ser-
tifikasi Barang Milik Negara, yang
mengakui usaha lembaga dalam
pengamanan dan penertiban doku-
men kepemilikan BMN berupa tanah.
Selain itu, DPD RI juga dianugerahi
juara ketiga dalam kategori Pening-
katan Tata Kelola Berkelanjutan, yang
menilai peningkatan kinerja dalam
pengelolaan BMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati menggarisbawahi penting-
nya aset negara sebagai hasil dari
penggunaan uang negara yang harus

DuajRenghargaan
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dimanfaatkan sebaik mungkin untuk
kesejahteraan rakyat. Sri Mulyani me-
nekankan bahwa BMN bukan hanya
komponen akuntabilitas terhadap
rakyat, tetapi juga harus dikelola
dengan baik untuk menambah nilai
dalam perekonomian.

Dirjen DJKN, Rionald Silaban, me-
nambahkan bahwa Anugerah Rek-
sa Bandha memiliki makna sebagai
penghargaan bagi pengelolaan ke-
kayaan negara. Penghargaan ini di-
berikan untuk mendorong K/L seba-
gai pengguna barang dalam menjaga
dan mengelola kekayaan negara. Sila-
ban juga menekankan bahwa pengelo-
laan BMN penting tidak hanya untuk
mendukung pelayanan publik, teta-
pi juga sebagai komponen penentu
dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP), memerlukan penga-
wasan dan pengendalian untuk me-
mastikan efisiensi biaya dan peman-
faatan BMN.

Pencapaian Setjen DPD RI dalam
meraih dua Penghargaan Reksa Band-
ha ini menunjukkan komitmen lem-
baga dalam menjaga aset negara dan
mengimplementasikan tata kelola
yang baik. Penghargaan tersebut me-
rupakan simbol apresiasi negara ter-
hadap upaya-upaya yang telah dilaku-
kan Setjen DPD RI dalam menjaga
dan mengelola aset negara dengan
efisien dan efektif. (*)
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MENAKAR VISI MISI, MENENTUKAN

Oleh:

Nunung Ariyani
(Analis Legislatif Ahli Muda)

ahun 2024 merupa-

kan tahun politik

yang  menentukan
arah Indonesia lima tahun
kedepannya dalam hal poli-
tik, ekonomi dan sosial. Se-
luruh rakyat Indonesia akan
memilih presiden baru yang
akan dijadikan momentum
oleh pemilih untuk mereali-
sasikan cita-cita hidupnya,
melalui seorang pemimpin
yang akan dipilihnya. Bagi
mereka yang benar-benar
peduli, kejelasan ideologi,
visi, misi, dan strategi se-
orang capres konstruktif
bagi kemajuan bangsa dan
negaranya menjadi sangat
penting. Dengan pertim-
bangan itu, tentu mereka
tahu mana capres yang la-
yak mereka pilih.

Bagi sebagian lain, bisa
jadi memilih calon presiden
adalah kesempatan menda-
patkan keuntungan materi
(uang)  sebanyak-banyak-
nya. Mereka menerapkan
prinsip yang sangat prag-
matis, ada uang ada pilih-
an. Siapa yang memberi
lebih banyak, dialah yang
akan dipilih. Pragmatisme
semacam ini merupakan
refleksi  ketidakpercayaan
publik terhadap pemilu dan
siapa pun yang akan mereka
pilih. Berulang kali mengi-

PILIHAN CAPRES

kuti pemilu tak berdampak
sedikit pun pada perbaikan
nasib mereka.

Tiga  pasang  capres-
cawapres di Pilpres 2024
telah resmi merilis doku-
men visi misinya. Pasangan
pertama yang mendaftar di
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) adalah eks Guber-
nur DKI Jakarta Anies Bas-
wedan dan Wakil Ketua
DPR Muhaimin Iskandar
pada Kamis 19 Oktober
2023. Pasangan ini berasal
dari Koalisi Perubahan. Pa-
sangan Anies-Muhaimin ini
mengusung visi Indonesia
Adil Makmur untuk Se-
mua. Pasangan ini berfokus
pada layanan publik yang
terjangkau dan berkualitas,
pelestarian alam dan ling-
kungan, serta negara yang
berkeadilan. Disusul oleh
Ganjar  Pranowo-Mahfud
MD di hari yang sama. Pa-
sangan ini mengusung visi:
Menuju Indonesia Unggul,
gerak cepat mewujudkan
negara maritim yang adil
dan lestari. Kemudian, pa-
sangan Prabowo Subianto-
Gibran Rakabuming Raka
mendaftar pada Rabu 25
Oktober 2023. Pasangan ini
mengusung visi bersama
Indonesia Maju menuju
Indonesia emas 2045.

Bss

Edisi Desember 2023



Pada dasarnya seluruh
visi dan misi capres baik,
tergantung penilaian kita
dalam menggambarkan
kondisi ideal yang diingin-
kan sesuai dengan kondisi
saat ini. Sederet tantangan
yang harus dihadapi oleh
capres yaitu tantangan yang
datang dari situasi eksternal,
di antaranya menyangkut
geo-politik,  geo-ekonomi
disrupsi teknologi dan in-
formasi, globalisasi nilai bu-
daya dan lainnya. Tantangan
yang datang dari situasi in-
ternal dalam negeri, antara
lain terkait permasalah-
an sumber daya manusia
(SDM), middle-income trap,
pemerataan pembangunan,
produktivitas, dan hilirisasi
industri. Serta pengelolaan
sumber daya alam kerentan-
an pangan, energi, kemis-

kinan ekstrim, pengang-
guran, bencana iklim, dan
degradasi lingkungan. Un-
tuk mewujudkan itu, Indo-
nesia telah menuangkannya
ke dalam Rencana Pemba-
ngunan Jangka Panjang Na-
sional (RPJPN) 2025-2045,
atau dikenal dengan sebu-
tan cita-cita mewujudkan
Indonesia Emas. Capres
yang layak dipilih adalah
harus memahami perenca-
naan pembangunan nasio-
nal yang diamanatkan Visi
Indonesia Emas 2045, yaitu
menjadi negara yang maju
untuk dapat bersaing dengan
negara-negara adi kuasa
dan mampu menghadapi
tantangan zaman.

Tujuan  paling  ide-
al menjadi capres adalah
merealisasikan cita-cita
kemerdekaan republik se-
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bagaimana tertuang dalam

pembukaan (preambule)
UUD 1945. Yakni untuk
memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan ke-
hidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan  ketertiban
dunia yang ber dasarkan
kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
Sejauh mana kepeduliannya
pada pembangunan daerah,
lingkungan sekitar pada ke-
hidupan orang-orang mis-
kin, dan pada kebhinekaan
yang menjadi penopang ke-
bersamaan dalam kehidup-
an berbangsa dan bernega-
ra. Pemilih yang cerdas
diharapkan akan melahir-
kan wakil-wakil rakyat as-
pirasi dan pemimpin yang
bertanggungjawab  dalam
memperjuangkan  kepen-
tingan masyarakat. (*)
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Menuju Konsensus Nasional:
Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

Oleh:
Oleh: Try Sutrisno

ebagai bangsa yang telah melalui berba-
S gai pergolakan sejarah, kita dihadapkan

pada tantangan yang tidak ringan. Seba-
gai Wakil Presiden ke-6 Indonesia dan Ketua
Dewan Kehormatan DHN 45, saya mengajak
seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama
melakukan re-konsensus nasional, kembali ke-
pada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli.
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Kita harus mengakui bahwa keharusan un-
tuk kembali ke UUD 1945 naskah asli bukan-
lah sekadar nostalgia, melainkan sebuah ke-
niscayaan. Kesalahan masa lalu, terutama pada
periode 1950-1959 ketika kita tidak menggu-
nakan konstitusi naskah asli, harus menjadi
pelajaran berharga. Saat itu, keadaan yang karut
marut memaksa tokoh-tokoh TNI menghadap
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Presiden Soekarno, yang akhirnya mengelu-
arkan Dekrit Presiden untuk mengembalikan
penggunaan UUD 1945.

Perjalanan bangsa kita setelah itu tidak se-
lalu mulus. Gangguan keamanan, seperti pem-
berontakan PKI di Madiun dan DI/TII, me-
nunjukkan betapa pentingnya stabilitas dan
konstitusi yang kokoh. Amendemen konstitusi
yang terjadi pada tahun 1999-2002, menurut
pandangan saya, memiliki banyak kekeliruan.
Bukan berarti saya anti terhadap perubahan,
namun setiap perubahan harus tetap berlan-
daskan pada Pancasila dan pembukaan
UUD itu sendiri.

Bangsa Indonesia,
yang dikenal se-
bagai bangsa
pejuang dan
perintis  ke-
merdekaan,
seharus-
nya bangga
dengan ke-
merdekaan
dan budaya
luhurnya. Kita bu-
kan bangsa individualis
seperti paham Barat, me-
lainkan bangsa yang hidup
sesuai dengan ajaran agama
dan nilai-nilai kebersamaan.

Pasca reformasi, hampir semua
tokoh di luar pemerintahan sangat
peduli dengan kehidupan berbangsa dan
bernegara, terus memonitor situasi di Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun,
proses amendemen yang terjadi saat itu harus
kita lihat dengan kritis, baik dari aspek prose-
dural maupun materinya.

Saya menekankan bahwa amendemen kon-
stitusi harus dilakukan dengan hati-hati, cer-
mat, dan teliti karena menyangkut sumber dari
segala sumber hukum. Setelah amendemen,
MPR menerbitkan TAP Nomor 1 yang meng-
kaji empat kali amendemen tersebut. Sayang-
nya, hasil kajian ini tidak di-follow up secara
serius.
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Pada saat perubahan konstitusi dilakukan,
saya juga melihat adanya campur tangan asing,
baik secara langsung maupun melalui LSM. Ini
menunjukkan bahwa kita harus lebih waspada
dan mandiri dalam mengurus urusan konsti-
tusional kita.

Dalam konteks ini, saya mengajak seluruh
elemen masyarakat untuk merapatkan barisan,
berangkulan sebagai bangsa yang utuh dan ber-
daulat. Kita perlu menyelamatkan bangsa dan
gara ini dari kesalahan-kesalahan yang

mungkin terjadi akibat perubah-
an konstitusi yang tidak tepat.
Kita harus terus membina
generasi muda kita untuk

memahami  penting-
nya nilai-nilai dasar
berbangsa dan
bernegara.

ne-

Kita menerima
adanya perubahan, tetapi
perubahan tersebut harus dilaku-
kan dengan mempertimbangkan masa
depan bangsa kita. Mari kita bersama-sama
membetulkan apa yang keliru dalam amen-
demen sebelumnya dan kembali ke spirit asli
UUD 1945. (%)

(Artikel ini disusun berdasarkan pemikiran Pak Try
Sutrisno dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan
Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45,
di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan,

(17/9/2022) dan telah dimuat di situs DPD RI).
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Empat Destinasi Wisata Solo Traveling
sambil Healing yang Menarik

Kintamani, Bali

Selain ke Ubud, Anda bisa solo traveling sambil healing
di Kintamani. Hadirnya suasana alam dan pemukiman
khas Bali yang menenangkan, membuat kegiatan liburan
di Kintamani terasa lebih syahdu. Banyak aktivitas yang
bisa dilakukan saat solo traveling di sana. Satu di antaranya
memulai hari dengan menyaksikan pemandangan sunrise

- “ yang muncul dari puncak Gunung Batur. Setelah itu, Anda
blsa berkun]ung ke Danau Batur. Kita bisa menyewa perahu untuk menjelajahi sudut danau
dengan tenang. Bahkan, tidak ada salahnya mampir ke Pura Ulun Danu yang terletak di tepi
Danau Batur. Konon, banyak wisatawan yang mencari ketenangan di Pura ini. (Parekraf/Ant)

Desa Wisata Rejowinangun, Yogyakarta

Jika liburan ke
kawasan Malioboro
Yogyakarta sudah
biasa, sesekali coba
solo  traveling ke
Desa Wisata Rejow- &
inangun untuk li- ©
buran sekaligus healing. Di desa wisata ini Anda
berkesempatan mengenal budaya dan tradisi
membuat jamu yang sudah dilakukan turun-te-
murun oleh masyarakat setempat. Desa Wisata
Rejowinangun punya Klaster Herbal yang iden-
tik dengan “jamu”. Semua jamu yang disajikan
terbuat dari rempah yang ditanam sendiri dan
memiliki aroma yang khas. Setelah puas menci-
cipi jamu di Desa Wisata Rejowinangun, Anda
bisa menjelajahi seni budaya, kerajinan, dan
kuliner yang tidak kalah mengagumkan di desa : yang jadi produk ekonomi kreatif khas Ta-
wisata ini. (Parekraf/Viva) wangmangu. (Parekraf/IDN Time)
Labuan Bajo, NTT

Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas
(DPSP), Labuan Bajo turut masuk daftar destinasi wisata yang
cocok untuk solo traveling sambil healing, yang menarik un-
tuk dijelajahi. Salah satunya dengan mampir ke Desa Adat Wae
Rebo. Meski harus trekking selama 3-4 jam dari Desa Denge,
keindahan alam dan budaya yang masih sangat terjaga di Desa
Wae Rebo tidak akan mengecewakan. Di sini, Anda bisa hidup berdampingan, bahkan mengi-
nap, di salah satu dari tujuh 7 rumah tradisional Mbaru Niang. Kita bisa menikmati peman-
dangan indah, sambil belajar menenun dan melihat pertunjukan budaya adat yang terjaga de-
ngan baik. (Parekraf/Klook)
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Tawangmangu, Jawa Tengah

Ternyata Tawang- E
mangu juga dikenal
dengan destinasi 3

yang cocok buat ¥
healing. Tak hanya §
duduk santai sam- g
bil menikmati pe- §

mandangan sawah
dan udara sejuk di
kawasan Gunung Lawu, Anda blsa heal-
ing di Tawangmangu dengan mengunjungi
Rumah Atsiri. Rumah Atsiri dipenuhi dengan
berbagai jenis bunga warna-warni yang
cantik. Selain melihat keindahan bunga,
Anda bisa mengunjungi museum essential
oil untuk mengenali sejarah minyak atsiri
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Sate Bandeng adalah makanan khas Ban-
ten yang unik. Dibuat dari ikan bandeng yang
dibersihkan dan diberi bumbu, kemudian
dagingnya dipisahkan dari tulangnya. Daging
ini kemudian dihaluskan, dicampur dengan
rempah-rempah, dan dibungkus kembali ke
dalam kulit ikan. Setelah itu, ikan ini dipang-
gang sehingga memberikan rasa yang gurih
dan aroma yang khas. (Foto: IDM Times)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Rabeg  adalah
jenis gulai kamb-
ing yang populer
di Banten. Dag-
ing  kambingnya
dimasak  dengan
bumbu khas hing-
ga teksturnya men-
jadi sangat lembut.
Rasa dari Rabeg ini
kaya akan rempah
dan sedikit pedas,
menjadikannya hi-
dangan yang sangat memanjakan lidah. (Foto:
Genpi)
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Ermpab Nuting, cJegnak
anten

Nasi Sumsum adalah hidangan yang ter-
buat dari nasi yang dimasak dengan sum-
sum tulang sapi atau kambing. Nasi ini bi-
asanya disajikan dengan sambal dan lauk
pauk seperti daging atau sayuran. Teksturn-
ya yang lembut dan rasa yang gurih mem-
buat Nasi Sumsum menjadi favorit banyak
orang. (Cilegon Hills)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kue Cu-
cur  ada- |
lah jajanan |
pasar tradi-
sional yang
populer di
Banten. Ter-
buat  dari
campuran tepung beras dan gula merah,
kue ini digoreng hingga berwarna coklat
keemasan. Teksturnya yang lembut di
dalam dan sedikit renyah di luar, serta
rasa manisnya yang khas, membuat Kue
Cucur disukai banyak orang. (Foto: Indo-
nesia Kaya)
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PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan

Selamat HARI IBU

) [tk ibw Terbaik
Selamalf ari:Jbu, faharap
JKan memiliki havi-hari yang
polng menbabagiokan,
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